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PEDOMAN TRANSLITERASI'

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

I = Tidak ditambahkan o==dl

w=B L=th

LS L=dh

&=Ts ¢ =‘(koma menghadap ke atas)
c=J ¢ =gh

c=H ==t

¢ =Kh 8=q

2=D d=k

3=Dz J=1

' Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76
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>=Z oTn
»=S I=W
Ji= Sy >=h
u==Sh =y

Hamzah ( ¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma diatas (), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “¢”.

. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

[13%2] (1))
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan , dhommah dengan “u”, sedangkan

bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

A

Vocal (a) panjang = A Misalnya Ja menjadi Qala
Vocal (1) Panjang = I Misalnya Ja menjadi Qila
Vocal (u) Panjang = U Misalnya Os2  menjadi Diuna

[1555]
1

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

2

(13}

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawabh ini:

Diftong (aw) = Misalnya J&  menjadi Qawlun
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Diftong (ay)= < Misalnya o3 menjadi Khayrun
. Ta’ marbiithah (3)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marbathah tersebut beradadi akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 3l 4.l maka
menjadi ar-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudldf dan mudldaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan
kalimat berikutnya, misalnya £ 4ss ) & menjadi fi rahmatilléh.

. Kata Sandang dan Lafdh al-jaldlah

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

diawal kalimat, sedangkan ““al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan
nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Sahrun Nizam. M., 2017, 13220200, Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati
Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and
Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Figh Lingkungan. Skripsi
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra.
Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Lamongan Green and Clean, Pelestarian Lingkungan Hidup dan
Figh Lingkungan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum atas
Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan
Green and Clean sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
perlindungan lingkungan hidup serta dalam perspektif Figh Lingkungan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode penelitian
kepustakaan (library research). Pada pendekatan penelitian menggunakan
pendekatan perundang-undanagan (statue approach) dan pendeatan konseptual
(conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum
primer sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan
penelitian. Setelah melalui analisis diperoleh beberapa hasil, yaitu: Pertama,
Program Lamongan green and clean merupakan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik
vang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan
maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan
hidup sesuai dengan pasal 5. program Lamongan green and clean, suatu upaya
untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan
kebijakan,rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
sudah dipertimbangkan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sesuai
pada pasal 15. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga
diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi
mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif sesuai Pasal 63
ayat 3. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan Hak untuk hidup, Hak
atas lingkungan yang sehat dan Hak atas kesehatan sesuai pada pasal 65 ayat 1
serta sebagai gantinya peran serta masyarakat diperlukan sebagai bagian dari
upaya untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup ini sesuai dengan pasal 70 UU No 32 Tahun 2009. Kedua,
Program Lamongan green and clean adalah upaya menjaga kelestarian dan
lingkungan yang bermuara pada kemaslahatan secara umum dan universal yang
bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial,
kemashlahatan yakni Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk
manusia (jalb al-manafi') dan menghindari atau mencegah kerusakan dan
keburukan yang sering diistilahkan dengan (dar' al-mafdsid)
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ABSTRACT

Sahrun Nizam, M., 2017, 13220200, Legal Review of Lamongan Regent's
Instruction No. 01 Year 2011 About Lamongan Green and Clean
Program According to Law No. 32 Year 2009 on Management and
Protection of Environment and Figh Environment. Thesis Department
of Islamic Business Law Shariah Faculty of Islamic State University
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H.,
M.Hum.

Keywords: Lamongan Green and Clean, Environmental Preservation and
Figh Environment

The purpose of this research is to analyze the legal review instruction
lamongan regent no 01 2011 about the program lamongan of green and clean in
accordance with law no 32 2009 on management of environmental protection
and perspective figh the environment The type of research used is juridical-
normative with the method of library research. The research approach uses a
statue approach and conceptual approach. The source of legal material consists
of secondary and tertiary primary legal materials. The method of collecting
legal materials is done by collecting books and documentation relevant to the
research. After going through the analysis obtained several results, namely:
first, First, Program the Lamongan green and clean is a protection plan and
environmental management to harmonize good environmental policy is made by
the institutions that are specifically given the task to manage the environment as
well as to other institutions its work is also related to the issue of the
environment in accordance with article 5. Lamongan green and clean program,
an effort to find a breakthrough and ensure that policy formulation at an early
stage, the plan and/or programme the principles of sustainable development are
already considered whether in the economic, social and environmental
corresponds on article 15. In addition the environmental institutions in
regent/city is also expected to be on condition of being able to accomodate
participation and aspiration are able to carry out law enforcement role
effectively in accordance Article 63 paragraph 3. Therefore the community is
entitled to the right to life, the right to a healthy environment and the right to
health is appropriate in article 65 paragraph 1 and instead the role of the
community is necessary as part of an effort to raise awareness in protection and
management of the environment in accordance with article 70 of law No. 32 of
the year 2009. Second, the Program Lamongan green and clean is the effort of
maintaining the sustainability and the environment comes down to benefits in
General and aims to uphold universal human benefit as social beings, namely
the kemashlahatan Manifest benefits, goodness and pleasure for man (jalb al-

manafi ') and avoid or prevent damage and ugliness that are often termed (dar
al-mafasid).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban
manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan
hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada
generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah terasa sejak
adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi

industri.

Tanpa kita sadari bahwa banyaknya revolusi yang terjadi seiring dengan
perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia, telah

menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Tingkat peradaban

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa

berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari.?

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri
yang begitu pesat pada saat ini tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang
menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya
tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih komplek
dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi
lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan
tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih
diwaspadi untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang
ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam
perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial
hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis
bencana. Untuk itu diperlukan tanggungjawab dari semua elemen masyarakat
dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga
diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang

lingkungan itu sendiri.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat
mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup

seperti adanya polusi, global warming, fotokimia kabut, hujan asam, erosi,

? Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 6.



banjir, instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad
ke -20. masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentanya harus mulai
lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru
agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu
upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat
memberikan suatu konstribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih
parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini

mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.’

Dengan semakin banyaknya pembanguan di kota-kota besar maka akan
semakin berkurang pula lahan di Indonesia yang tersisa. Misalnya saja sudah
banyaknya dibangun gedung-gedung yang tinggi di perkotaan. Pengaruh
pembangunan kota kepada lingkungan adalah lebih besar daripada pengaruh
pembangunan desa. Pengaruhnya adalah karena pembangunan kota mengubah
keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam
kota, keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian dalam wujud

aslinya, sehingga lahirlah lingkungan buatan manusia.*

Kondisi lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya
suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup

merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapati berlaku

? Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Industri, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 17.
* Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), h. 199.



terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai
aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat

manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.’

Dalam setiap upaya kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan baik itu
dilihat dari segi badaniah dan ruhaniyah, kita senantiasa tidak bisa terlepas dari
suatu keadaan yang lebih dikenal dengan lingkungan hidup. Dalam
kenyataannya, lingkungan hidup telah memberikan suatu energi positif yang
dapat memberikan suatu perasaan yang lebih mengedepankan suatu persepsi
bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai oleh tiap-tiap manusia
yang hidup di dunia ini tidak lepas dari faktor alam. Hal ini lebih dikenal

dengan daya dukung lingkungan.

Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk
mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan
dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam
dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat
berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut
bumi). Daya dukung alam ini tentunya sangat berdampak terhadap

kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam

> Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 7.



harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar

tidak rusak.®

Dalam pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan
kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin
terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan

mengantisipasi isu lingkungan global.

Searah dengan tujuan di atas, pada pasal 63 Ayat (3) Dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
berwenang, menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan
melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota dan menetapkan dan

melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

Perilaku masyarakat yang belum menyadari betul mengenai kesadaran
lingkungan tentunya akan menimbukan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan kesadaran maka diperlukan

partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki lingkunganya. Seperti

% Gumbira, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, (Jakarta: Media Sarana Press, 1995), h.
14.



yang dinyatakan oleh isandi adi, bahwasanya partisipasi adalah keterlibatan
masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh

masyarakat.’

Masalah lingkungan, sekarang sudah merupakan problem khusus bagi
masyarakat. Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang
kompleks dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku
manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun

kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia.

Jika dilihat dari tanggungjawab, manusia adalah makhluk yang
ditugaskan untuk memakmurkan bumi, mengelola alam dan melestarikannya.
Al Qur’an memberikan isyarat tentang perilaku manusia terhadap alam yaitu

ketika Allah berdialog dengan malaikat, dalam Al Qur’an Al-Baqarah ayat 30 :

o -~ - o8 o - - )/a// 2 2 - °0z0
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Artinya : [Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka
bumi, Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) dibumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dan memuji Engkau dan mensucikan. Tuhan berfirman:

7 Isbandi R. Adi,. Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan
Masyarakat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 18.



"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(QS. Al-Bagarah : 30).

Dari sinilah tugas manusia yang mulia dimulai, yaitu untuk menjadi
khalifah di muka bumi. Dengan kekuatan akal manusia diharapkan mampu
memakmurkan alam ini. Sehingga dengan segala daya upaya, manusia berusaha
untuk menaklukkan alam ini, terutama adalah bumi di mana manusia berpijak.
Di sana akan dijumpai banyaknya eksploitasi hasil-hasil bumi, baik migas
maupun non-migas serta kegiatan manusia yang lain dengan mengatasnamakan

peningkatan kesejahteraan manusia.

Seperti contohnya yang terjadi dengan wilayah Jawa Timur, Kota
Lamongan yang menggunakan berbagai cara untuk menanggulangi terjadinya
kerusakan lingkungan. Berbagai terobosan baru mengenai lingkungan terus
digalakkan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Instruksi Bupati
Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean
yang merupakan salah satu program pemerintah Lamongan untuk mewujudkan
Lamongan menjadi kota sehat, indah, teduh, nyaman bebas polusi dan menjadi
pelopor kota terdepan dalam terobosan baru bidang penghijauan dan kebersihan

lingkungan.

Lamongan Green and Clean merupakan bentuk strategi, edukasi dan
apresiasi kepada masyarakat demi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih

baik. Program yang telah berjalan selama enam tahun sejak 2011 ini sedikitnya



telah memberi banyak manfaat tentunya untuk kota Lamongan. Kota yang
dikenal sebagai kota soto itu, kini telah berubah menjadi kota hijau, berseri dan
menjadi kota percontohan lingkungan untuk kota-kota lainnya di Indonesia.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
analisis dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul : Tinjauan Hukum Atas
Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program
Lamongan Green and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Figh

Lingkungan.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun
2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean sesuai UU No 32
Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun
2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean perspektif Figh
Lingkungan?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01
Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean sesuai UU No

32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup.



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01
Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean perspektif Figh

Lingkungan

D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kita dapat menambah pengetahuan Tinjuan Hukum Atas
Intruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program
Lamongan Green and Clean Menurut UU No 32 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Figh
Lingkungan. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan
referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya yang
akan dilakukan oleh para Sarjana Hukum. Dan secara khusus
penelitian ini bisa memberikan manfaat ilmu untuk penulis dan

mahasiswa fakultas syariah.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

(S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik



Ibrahim Malang dan juga diharapkan dapat menjadi penambah
wawasan keilmuan dalam bidang hukum.
b. Bagi civitas akademik
Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang
ingin mengkaji lebih jauh tentang pelestarian lingkungan dalam
mengurangi beberapa dampak pencemaran lingkungan hidup,
serta penulis bisa membantu memberikan informasi yang lebih
jelas terkait Tinjuan Hukum Atas Intruksi Bupati Lamongan No
01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean
Menurut UU No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Figh Lingkungan. Baik sebagai
pembanding maupun sebagai literatur.
c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang
signifikan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi para
penyumbang potensi pencemaran lingkungan hidup agar tetap

menjaga kelestarian ekologi.

E. Definisi Konseptual
1. Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
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mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Pelestarian Lingkungan
Upaya untuk melindungi kemampuan lingungan hidup terhadap tekanan
perubahan dan dampak negative yang ditimbulkan uatu kegiatan. Serta
menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan
dan tumbuhan.

3. Lamongan Green and Clean
Sebuah program pemerintah daerah lamongan yang bertujuan mewujudkan
seluruh pelosok kampung di lamongan menjadi hijau dan bersih dan bebas
sampah, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat bersama-sama

pemerintah daerah.

4. Instruksi Bupati No 11 Tahun 2011
Sebuah instruksi aturan yang dikeluarkan oleh bupati lamongan yang
ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerrah (SKPD), Direktur
Perusahaan, Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA dan
Universitas serta seluruh pemiliki perkantoran dan pertokoan di lingkungan
pemerintah  kabupaten lamongan. Dalam melaksanakan gerakan
penghijauan, kebersihan dan pengadaan pot bunga, untuk mendukung dan

berpartisipasi dalam Program Lamongan Green and Clean (LCG)
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5. Figh Lingkungan

Kata “lingkungan”, sebagai terjemahan dari kata al/-biah dalam tulisan ini
dilekatkan deng kata “figh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang
hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang
mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat al-
tafshiliyyah. Oleh karenanya, figh lingkungan yan dimaksud adalah
pengetahuan atau tuntutan syar’i yang memperhatikan terkait masalah-
masalah ekologi atau tuntutan syar’i ang dipakai untuk melakukan kritik
terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan
secara destruktif dan eksploitatif.

F. Metode Penelitian

[lmu pengetahuan pada hakekatnya timbul, oleh karena adanya hasrat
ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, antara lain,
oleh banyak hak-hak atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi
manusia, dan manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka
kepuasannya tersendiri segera disusul dengan suatu kecenderungan serta
keinginan untuk mengetahuinya lagi. Di dalam usahanya untuk mencari
kebenaran tersebut manusia dapat menempuh berbagai macam cara, bak yang
diangap tidak ilmiah maupun usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai

kegiatan-kegiatan ilmiah.
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Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah,
metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu
penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila
disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

metodologis sistematis dan konsisten.®

Metode merupaan cara yang utama digunakan untk mencapai suatu
tujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.
Dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pengalaman dapat
ditentukan dan terpikirkannya alur yang runrut dan baik untuk mencapai suatu
maksud.” Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengetahuan
dan teknologi, maka metodologi peneitian yag diterapkan harus senantiasa

disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. '’

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2006), h. 42.

° Surakhmad Winarno Pengantar Penelitan Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung: Tarsito,
1992), h. 131.

1% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum normatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 1.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum normatif disebut juga
penelitian doktrinal yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang
metode kepustakaan. Sebagai penelitian Hukum normatif, penelitian ini
mencakup penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan.'' Oleh
karena itu titik berat penelitian ini akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para
ahli.

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini
sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.'?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum
normatif karena ini bukanlah sebuah penelitian lapangan yang berangkat
dari sebuah kasus atau kenyataan yang terjadi di masyarakat, tetapi
penelitian in1 mengkaji data-data, aturan-aturan yang ada dalam hukum
positif di Indonesia, hukum islam, Al-Qur’an dan hadist yang didapat

akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif.

""" Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), h. 36.
'2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),

h. 118.
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2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis Instruksi
Bupati Lamongan dalam mewujudkan Program Lamongan Green and
Clean dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach ). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
diketengahkan."* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam
rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian
hukum untuk kepentingan akademis.

Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), yaitu menelaah konsep
yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang

5

dalam ilmu hukum dan agama."’ Pendekatan konseptual dilakukan

" Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedman Penulisan Karya
Ilmiah Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang,
Fakultas Syariah, 2012), h. 20.

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada, 2005), h. 93.

"> Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedman Penulisan Karya
Ilmiah Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang,
Fakultas Syariah, 2012), h. 21.
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manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan
karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah
yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu
merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-
pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.'®

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian [Imu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-
bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang akan ditelitinya,
kegiatan berikutnya adalah menemukan dan mengumpulkan semua
informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih

informasi yang relevan dan essensial, baru ditemukan isu hukumnya.

Ada kalanya untuk menemukan isu hukum diperlukan informasi
yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu
memberi orientasi terhadap situasi yang demikian ini, maka diperlukaan
penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Melalui bahan hukum
sekunder isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu
penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi

bahan hukum yang diperlukan.'’

16 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), h. 115.
7" Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 98.
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Pembagian bahan hukum menjadi primary source dan secondary
source juga dilakukan oleh Morris L. Cohen. primary source menurut
Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang
dilakukan oleh Negara. primary source meliputi statute yang dibuat oleh
badan legislative, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.'® secondary source
meliputi buku teks risalah komentar, pernyataaan-pernyataan dan
majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada

S, | 19
praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif
adalah sumber data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan
kepustakaan, beberapa dokumen, buku, laporan, arsip dan literature-
literatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti.”’ Sumber

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan
perundang-undangan yang mempunyai relevansi mengenai upaya

perlindungan dan pengawasan sumber daya alam yaitu:

8 Moris L. Cohen, Sinopsis Penelitian Hukum, Penyadur Ibrahim R, (Jakarta: Rajawali Press, 1995),
h. 1.

1 Moris L. Cohen, Sinopsis Penelitian Hukum,, h. 3.

" Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1998), h. 44.
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1) Undang Undang Dasar 1945

2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

3) UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampabh.

4) Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Program
Lamongan Green and Clean.

5) Buku-buku terkait Figh Lingkungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang
hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri
atas:

1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum yang punya relevansi dengan penelitian
penulis, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum

2) Kamus-kamus hukum

3) Jurnal-jurnal Hukum

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari Al-
Qur’an dan Hadist, kamus, enslikopedi, jurnal, surat kabar dan

: 21
sebagiannya.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk
kepada peneliti untuk melangkah, baik membuat latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

I Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2003), h. 33-37.
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teoritis dan konseptual, bahkan menetukan metode pengumpulan dan
analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi
kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat
menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan

diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.?

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum
yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan
Hukum sekunder, yaitu kamus atau ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dan
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel dan internet
(Cyber Media).”> Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan
dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang dalam penulisan penelitian
hukum tersebut.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian

kepustakaan (Library Reaserch), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

22 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, h. 54.
» Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),,, h. 115.
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cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan hukum sekunder.**
Metode yang digunakan untuk penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-
bahan hukum vyang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode
dokumentasi adalah metode pengumpulan data, khususnya berupa data
tertulis seperti catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.
Metode dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian
normatif dan pendekatan kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini.
Dokumen yang menjadi rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-
dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang
dapat diunduh di situs-situs online sebagai bahan hukum tulis.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada
jenis bahan hukumnya, bagi penelitian Hukum normatif yang hanya
mengenal bahan hukum sekunder saja yang terdiri dari: bahan Hukum
primer , bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier maka dalam
mengolah dan menganalisis bahan Hukum tersebut tidak bisa melepaskan
diri dari berbagai penelitian yang dikenal dalam ilmu Hukum.*

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada

jenis datanya, dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data

* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),

25

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 41.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press,
2016), h. 163.
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sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan

menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari

berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh selama penelitian diolah dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

a.

Edit (Editing), yaitu proses penelitian kembali terhadap sumber
bahan kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera
mungkin melakukan pemeriksaan kembali terhadap sumber bahan
hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Klasifikasi (Classifying), yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap
seluruh bahan-bahan hukum penelitian, baik data yang berasal dari
komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema
penelitian ini agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan
penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini
dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam
memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

Verifikasi (Verifying), yaitu suatu proses yang diperlukan sebagai
kegiatan pengecekan kembali kebenaran suber bahan hukum yang
diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Proses ini dapat dilakukan untuk memeriksa kecukupan bahan

21



refrensi dengan membandingkan antara bahan hukum satu dengan
yang lain untuk mendapatkan keabsahan data.

d. Analisis (Analysing), yaitu proses penyederhanaan kata dalam bentuk
tulisan yang mudah dibaca dan juga untuk diinterpresentasikan.

e. Kesipulan (Concluding), yaitu pengambilan kesimpulan dari bahan-
bahan hukum yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh
jawaban kepada pembaca atas yang dipaparkan pada latar belakang
masalah. Baik bahan hukum primer maupn sekunder dianalisa dan
disusun dalam bentukk laporan secara sistematis tersebut akan ditarik
kesimpulan sementara, esimpulan sementara direvisi selama
penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesipulan akhir yang

dapat dipertanggungjawabkan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat
perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan
penulis teliti, selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan
mengenai persamaan, perbedaan dan hasil antara penelitian terdahulu dengan

penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:
1. Karya Tesis dari Faizah yang berjudul, Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). Sampah di

Kota Yogyakarta menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh
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pemerintah daerah. Pemda sebenarnya menyadari masalah ini, tetapi belum
menemukan solusi jangka panjang yang tepat. Penelitian perihal
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta ini bertujuan
untuk (1) memperoleh gambaran tentang pengelolaan sampah rumah tangga
berbasis masyarakat, (2) menginventarisasi problematika dalam sistem
pengelolaan sampah rumah tangga ini, (3) memberikan rekomendasi untuk
menyempurnakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis
masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Gondolayu Lor, tempat pelaksanaan
pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan
suatu fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara,
kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya memakai
metode triangulasi. Datanya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil
penelitian ini, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pilot project
pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Gondolayu Lor,
Kota Yogyakarta berjalan secara baik dengan prinsip 3R (reduce, reuse,
recycle) dan berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPSS
hingga 70%. Kedua, model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis
masyarakat dengan prinsip 3R merupakan solusi paradigmatik. Ketiga,
problematika utama dalam pelaksanaan model ini adalah bagaimana
mengubah paradigma “membuang sampah” jadi “memanfaatkan sampah”.

Problematika lain yang teridentifikasi ialah (1) pemerintah daerah belum
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memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah melakukan
pemilahan sampah; (2) tidak ada mekanisme dan person yang memantau
dan mengevaluasi kegiatan; (3) penerapan kebijakan pengelolaan sampah
berbasis masyarakat dengan prinsip 3R tidak diikuti penyediaan sarana dan
prasarana penunjang; (4) pemilahan sampah di rumah tangga kurang tuntas;
(5) tidak ada kaderisasi untuk mencari pengurus baru yang memiliki
kapabilitas dan integritas. = Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,
direkomendasikan enam hal. Pertama, pemerintah, pengurus RT/RW, dan
pengelola mendidik masyarakat secara terencana dan terukur tentang
pengelolaan sampah yang benar. Kedua, pemerintah mengatur dan
memberikan insentif dan disinsentif untuk memotivasi masyarakat. Ketiga,
pemerintah, pengurus RT/RW, dan pengelola membuat mekanisme dan
menentukan orang untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah
berbasis masyarakat. Keempat, pemerintah menyediakan sarana dan
prasarana pengelolaan sampah dengan model ini. Kelima, pengelola dan
pengurus RT/RW mencari strategi kaderisasi pengelola. Keenam, model
pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat layak dikembangkan
jadi model pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan.?

2. Karya Skripsi dari Vinna Wati Riski, dengan judul Amnalisis Dakwah

Ekologi Program Surabaya Green and Clean. Fokus masalah yang diteliti

*® " Faizah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota

Yogyakarta). Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (Semarang: Universitas
Diponegoro Semarang, 2008).
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dalam skripsi ini adalah bagaimana Dakwah Ekologi melalui Program
Surabaya Green and Clean. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dakwah ekologi vang ada pada program Surabaya Green and
Clean melalui kegiatan pelestarian lingkungan. Untuk mengidentifikasi
persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini
menggunakan metode deksriptif kualitatif. Setelah data diperoleh penulis
dari dokumentasi dan wawancara langsung (face to face), data kemudian
dianalisis. Dari hasil penelitian ini, di dapatkan bahwa dakwah ekologi pada
program Surabaya Green and Clean yang dilakukan melalui program
kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatannya berupa kegiatan penyelamatan
lingkungan sesuai dengan prinsip ekologi yang meliputi penghijauan (A!/-
Tawazun), pengolahan sampah rumah tangga (Al-riayah dun al-israf) dan
daur ulang (Al-intifa’ dun alfasad).”’

3. Karya Skripsi dari Belman Siagian yang berjudul Peran Serta Masyarakat
dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama lingkungan IV,
Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
Dalam penelitian ini Peran serta yang dimaksud adalah menjelaskan
mengenai tindakan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang
disponsori oleh Medan Green and Clean sebagai pihak Utama. Peran serta

merupakan suatu terobosan baru dalam suatu kebijakan yang

" Vinna Wati Riski, Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya Green and Clean. Skripsi Program
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (Surabaya:
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).
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diimplemantasikan dalam masyarakat, dengan melibatkan masyarakat
secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peran
serta vang dilakukan oleh masyarakat melalui program Unilever dalam
menjaga lingkungan hidup, dan menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk
menjaga lingkunga yang berkelanjutan, sehingga masyarakat ikut serta
dalam progam Medan Green and Clean. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara responden sebanyak 9 orang.
Ke 19 orang responden ini merupakan anggota yang ikut serta dalam
program Medan Green and Clean dan peneliti menggali informasi
mengenai keterlibatan lingkungan dalam program Green and Clean, dan
dengan siapa saja mereka ikut berhubungan dan bagaimana proses mereka
untuk bertindak dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Mei 2012 sampai dengan Minggu pertama Desember 2012.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dari 9
responden anggota yang aktif adalah 50%, karena masyarakat sebelum
datangnya program Medan Green and Clean masyarakat sudah
melaksanakan kegiatan bergotong royong untuk tetap menjaga lingkungan.
Program Medan Green and Clean sendiri hanya melengkapi kegiatan yang
sudah dilakukan masyarakat dengan membuat kompetisi untuk
memperebutkan kategori sebagai lingkungan terbaik dikota Medan.

Program Green and Clean di prakarsai oleh Pihak Unilever sebagai sponsor
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utama dan bermitra dengan LSM lokal, Surat kabar, dan Pemerintah kota
Medan. Peran serta yang dilaksanakan oleh perusahaan Unilever ini sebagai
alat untuk mempublikasikan bahwa pihaknya sudah sudah ikut serta dalam
menjaga lingkungannya, dengan strategi menggaet media massa sebagai
alat komunikasi dengan menerbitkan bahwa pihak unilver sudah
melaksanakan kegiatan menjaga lingkungan, dan melakukan kaderisasi
terhadap setiap lingkungan yang terlibat, sebagai Hubungan Masyarakat
mereka. Pada awal kegiatan dilakukan masyarakat cukup antusias tetapi
lama kelamaan masyarakat tidak tertarik lagi. Masyarakat tidak
mendapatkan informasi yang cukup, masyarakat hanya ingin menjaga
lingkungan mereka, tanpa ada pengetahuan cukup mengenai tujuan dan
maksud dari program Unilever. Secara umum Peran serta masyarakat
hanya dilakukan untuk menarik perhatian publik sesuai dengan program
kerja pithak Sponsor, bahwa dengan melakukan peran serta masyarakat
mereka telah sukses melakukan aktivitas menjaga lingkungan, tanpa adanya
sosialisasi untuk melanjutkan ketahap pembangunan berkelanjutan.
Sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap keadaan lingkungan.*®

4. Karya skripsi dari Jordan Wella De Villa yang berjudul: Implementasi

Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

* Belman Siagian, Peran Serta Masyarakat dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama
lingkungan 1V, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
Skripsi Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Medan: Universitas
Sumatera Utara, 2012).
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Tahun 2011-2013. Dalam mengubah lingkungan alam yang sehat
dibutuhkan peranan Pemerintah dengan mengelola lingkungan dengan cara
berusaha menciptakan lingkungan dan keadaan alam yang stabil agar dapat
dinikmati sebagai kebutuhan mendasar yang paling penting bagikehidupan
manusia. Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi permasalahan
nasional termasuk Kabupaten Lamongan. Selain itu, penataan lingkungan
yang masih minimpun menjadi permasalahan dalam isu lingkungan. Hal
tersebut ditambah dengan keterbatasan luas Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) yang hanya memiliki TPA seluas 3,7 hektare (ha). Keterbatasan
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah
deretpermasalahan isu lingkungan yang di hadapi Pemerintah.Selain itu,
minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah juga
memperparah permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Lamongan. Campur tangan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dalam pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan. Dari isu
permasalahan yang hadir tentang lingkungan maka Pemerintah Kabupaten
Lamongan mempunyai kebijakan Bank Sampah melalui program
Lamongan Green and Clean (LGC). Tujuan diadakannya program ini
adalah untuk menjadikan Lamongan kota yang bersih, hijau, dan sehatserta
merdeka dari sampah. Dimana kebijakan tersebut sesuai amanat Undang-
Undang No. 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan usahapengurangan
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dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan
melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampabh.
Hadirnya Amanat Undang-Undang tersebut menuai respons secara cepat
dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 01 tahun 2011 tentang
program Lamongan Green and Clean (LGC).Penelitian menggunakan
metode kualitatif-deskriptif,dan pendekatan studi kasus dengan metode
teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, rekaman arsip, wawancara
dan observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui “Implementasi
Kebijakan Bank Sampah Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam pengelolaan bank sampah berdampak pada masyarakat
diantaranya lingkungan bersih, pendapatan bertambah, dan kebanggaan
masyarakat menjadi meningkat. Mereka jadi lebih merasa memiliki
Lamongan dan selalu menjaga kelestarian lingkungan mereka. Di samping
itu, tingkat kesehatan masyarakat pun bertambah, seiring dengan
berkurangnya wilayah kumuh di Lamongan.Pelajaran yang dapat diambil
dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat,
mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar,
dan mendayagunakan sampah menjadi barang yang memiliki nilai

ekonomis.”’

% Jordan Wella De Villa, Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2013. Skripsi Program Studi I[lmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).
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Tabel (1) Perbandingan Penelitian Terdahulu

Identitas Hasil Persamaan Perbedaan
Tesis: Faizah, Pertama, Upaya pelestarian | Dalam penelitian
Pengelolaan pemerintah, pengurus dan pencegahan ini fokus utamanya

RT/RW, dan pencemaran adalah mengenai
Sampah Rumah pengelola mendidik | lingkungan hidup. | perihal pengelolaan
Tangga Berbasis masyarakat secara sampah dan cara
Masyarakat (Studi | terencana dan terukut memanfaatkan

Kasus Di Kota
Yogyakarta).
(Semarang;:
Universitas
Diponegoro

Semarang, 2008).

tentang pengelolaan
sampah yang benar.
Kedua, pemerintah
mengatur dan
memberikan insentif
dan disinsentif untuk
memotivasi
masyarakat.

Ketiga, pemerintah,
pengurus RT/RW,
dan pengelola
membuat mekanisme
dan

menentukan orang
untuk memantau dan
mengevaluasi
pengelolaan sampah
berbasis masyarakat.
Keempat, pemerintah
menyediakan sarana
dan prasarana
pengelolaan sampah
dengan model ini.

sampah agar bisa
menjadi nilai
ekonomis.

Skripsi: Vinna Wati
Riski, Analisis
Dakwah Ekologi

Program Surabaya

Lingkungan yang
diciptakan oleh
tuhan ini hendaknya
dikelola dan
dimanfaatkan demi

program
kebersihan
lingkungan
yang dibentuk
oleh

Kajian yang
dilakukan dalam
penelitian ini lebih
kepada nilai hukum
agama islam dan
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Green and Clean.
(Universitas Islam
Negeri Sunan
Ampel Surabaya,
2016).

kesejahteraan
manusia.
Pengelolaan
lingkungan hidup
ini, telah ditetapkan
bahwa manusia
telah di angkat
sebagai khalifah
maupun sebagai
wakil allah dibumi
di tugaskan untuk
menjaga lingkungan
serta
bertanggungjawab
atas semuanya.
Tanggung jawab
manusia yaitu
makhluk yang
ditugasi untuk
memakmurkan
bumi, mengelola
alam dan
melestarikannya.

pemerintah.
Bentuk
kegiatannya
berupa kegiatan
penyelamatan
lingkungan
sesuai dengan
prinsip ekologi
yang meliputi
penghijauan,
pengolahan
sampah rumah
tangga dan daur
ulang

kristen sebagai
instrument analisis.
Dalam pengambilan
data, penelitian
tersebut
menggunaan metode
yuridis-empiris
(penelitian
lapangan).

Skripsi: Belman
Siagian, Peran
Serta Masyarakat
dalam Program
Medan Green and
Clean di Gang
Ama lingkungan
1V, Kelurahan Sei
Kera Hilir I,

Kecamatan Medan

Secara umum Peran
serta masyarakat
hanya dilakukan
untuk menarik
perhatian publik
sesuai dengan
program kerja pthak
Sponsor, bahwa
dengan melakukan
peran serta
masyarakat mereka
telah sukses
melakukan aktivitas

Adanya peran
langsung dari
masyarakat untuk
membantu
mewujudkan
program
pemerintah dalam
hal kebersihan dan
pelestarian
lingkungan.

menjaga lingkungan,

Focus utama dalam
penelitian ini
adalah upaya
kerjasama antara
pihak sponsor
Unilever kepada
LSM yang ada
pada daerah
tersebut agar bisa
memotivasi peran
masyarakat dalam
pelestarian
lingkungan.

31




Perjuangan, Kota
Medan. Program
Studi Sosiologi.
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik.
(Universitas
Sumatera Utara,

2012).

tanpa adanya
sosialisasi untuk
melanjutkan ketahap
pembangunan
berkelanjutan.
Sehingga
masyarakat menjadi
apatis terhadap
keadaan lingkungan.

Skripsi: Jordan
Wella De Villa,
Implementasi
Kebijakan Bank
Sampah Di
Kecamatan
Lamongan
Kabupaten
Lamongan Tahun
2011-2013.
(Malang:
Universitas

Brawijaya, 2014)

1. Program bank
sampah yang
dilakukan
masyarakat
Kecamatan
Lamongan
merupakan
kebijakan
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan untuk
mengurangi
jumlah volume
sampah mulai dari
tingkat sumber
sampah. Pola yang
diterapkan adalah
melalui peran
masyarakat dalam
mengelola
sampah.

2. Proses
pengelolaan
sampah

Menggunakan
peraturan instruksi
bupati lamongan
No 01 Tahun 2011
tentang Lamongan
Green and Clean
sebagai instrumen
kajian penelitian.

Fokus pada
penelitian ini
adalah
implementasi
kebijakan
mekanisme dan
sistem bank
sampah di
Kecamatan
Lamongan pada

tahun 2011-2013.
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menggunakan
sistem 3R yaitu
reduce, reuse, dan
recycle. Untuk
mengelola sampah
di Kecamatan
Lamongan
dibentuk
kelompok yakni
Kelompok kreasi
ibu PKK.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa

uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam

kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab,

yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan
mengangkat judul mengenai Tinjauan Hukum Atas Instruksi
Bupati Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan
Green and Clean menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan figh
lingkungan. Kemudian memuat perumusan masalah yang seirama
dengan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional penelitian terdahulu, metode penelitian dan
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BAB II

BAB III

BAB IV

sistematika penulisan. Dengan uraian tersebut akan memberi
kemudahan bagi para pembaca untuk memahami subtansi yang

terkadung penulisan karya ilmiah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan mengenai kajian teori
yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti yang
memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga
mengenai pemikiran atau konsep. Uraian tersebut meliputi;
beberapa pengertian terkait pelestarian lingkungan hidup, asas-
asas lingkungan hidup, konsep lingkungan, Lamongan Green and

Clean, dan figh lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan
membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah
ditentukan sebelumnya yaitu terkait kesesuaian Instruksi Bupati
Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Lamongan Green and Clean
dianalisis dengan menggunakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan figh

lingkungan,

PENUTUP
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Mencakup uraian yang berisi dikemukakan tentang rangkuman
hasil penelitian dan pembahasan bab terdahulu sehingga dapat
ditarik kesimpulan mengenai Tinjuan Hukum Atas Intruksi Bupati
Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green
and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Figh Lingkungan. Saran-
saran diketengahkan dalam bab ini sebagai sumbangan pemikiran
ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan yang
berhubngan dengan permasalahn yang diangkat dalam penelitian

ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Beberapa Konsep Lingkungan Hidup
1. Pengertian dan jenis-jenis Lingkungan hidup
Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah
merupakan terjemahan dalam bahasa inggris atau “environment” dalam istilah
lingkungan tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau
lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.*
UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan,
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

30 Niniek Suparmi, pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), h. 8.
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perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

. 3l
lain”.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda,
kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita
tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk
praktisnya dibatasi ruang lingkupnya dengan faktor-faktor yang dapat
dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi,

faktor sosial dan lain-lain.>

Prof. Emil Salim memaparkan dalam mendefinisikan lingkungan hidup
secara umum diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan pengaruh yang
terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup

o 33
termasuk manusia.

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono, mengartikan lingkungan hidup
sebagai “ruang” dimana baik mahluk hidup maupun tak hidup berada dalam
satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik,
sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan mahluk hidup tersebut,

khususnya manusia.

' Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 ayat 1 UU No 32

32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Emil Salim dan Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1997), h. 34.

3 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1982), h. 14.
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Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan
hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor
fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengetian ini, maka
manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai
perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan diartikan
mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada

didalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua
benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan
mempengaruhi kelangsungan hidup serta keseiahteraan manusia dan iasad
hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi

lingkungan budaya.

Setanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat, lingkungan adalah jumlah
semua benda dan kondis yang ada dalam ruang yang kita tcmpati yang
mempengaruhi kehidupan kita. Secara tcoritis ruang itu tidak terbalas
jumlahnva. namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut
kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor
poiitik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas. yaitu
tidak hanva lingkungan fisik dan biologi tetapi juga lingkungan ekonomi,

sosial dan budaya.
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa iingkungan
hidup memiiiki dua komponen. Komponen pertama yaitu komponen biotik
dan komponen abiotik. Komponen biotik disini berupa makhluk hidup serta
organisme yang berada di ruang lingkup lingkungan hidup itu sendiri.

Sedangkan komponen abiotik yaitu berupa udara. tanah. air, dan sebagainya.**

Lingkungan disini meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis
(mati). Lingkungan mati meliputi alam thabi’ah yang diciptakan Allah, dan
industry shina iyah yang diciptakan manusa. Alam yang diciptakan Allah tadi,
meliputi lingkungan dibumi, luar angkasa dan langit, yaitu matahari, bulan
dan bintang. Industry adalah iptaan manusia, meliputi segala apa yang di gali
mereka di sungai-sungai, pohon-pohon yang di tanam, rumah-rumah yang di
bangun, seluruh peralatan yang dibuat, yang dapat mengecil ataupun

membesar, untuk tujuan perdamaian ataupun perang.

Lingkungan yang dinamis tersebut meliputi wilayah manusia, hewan
dan tumbuhan. Lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok.
Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia,
membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia. Kategori yang kedua

adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan saling

3 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h.
77-78.
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mendukung, saling menyempurnakan saling menolong sesuai dengan sunah-

sunah Allah yang berlaku di jagad raya iini.

Tresna Sastrawijaya, dalam bukunya Pencemaran Lingkungan Hidup
mendefinisikan lingkungan hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada
dalam ruang yang manusia tempati. Manusia disini adalah merupakan bagian
lingkungan hidup. Perilaku manusia dan demikian kondisi sosial, merupakan

pula unsur lingkungan hidup kita.™

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal
balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidup, dan sebaliknya manusia
dipengaruhi lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan
hidupnya dan manusia tidak terpisahkan dari pada lingkungan hidup.
Eksistensi manusia terjadi sebagian karena sifat-sifat keturunan manusia dan
sebagian lagi karena lingkungan hidupnya. Interaksi antara diri manusia
dengan lingkungan hhidupnya telah membentuk saling ketergantungan
adanya. Lingkungan hidup terbentuk oleh adanya interaksi lingkungan hidup

dan manusia.

Manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan yang dinamis.
Perubahan dalam lingkungan hidup menyebabkan perubahan dalam kelakuan
manusia untuk menyukai diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam

kelakuan manusia ini selanjutnya menyebabkan pula perubahan dalam

* Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan Hidup, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), h. 6.
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lingkungan hidup. Adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dengan
lingkungan hidupnya itu, dapat kita katakana hanya dalam lingkungan hidup
yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan
manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang
optimal”. Pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup untuk kelangsungan
hidup selanjutnya, dengan metode-metode pemeliharaan lingkungan hidup

serta didasari dengan Imu pengetahuan dan ilmu agama.

Faktor-faktor lingkungan dalam ekologi terbagi menjadi dua, yaitu
meliputi “lingkungan abiotik”, segala apa yang ada dala lingkungan sekitar
makhuk hidup yang berupa benda mati, seperti tanah dengan senyawa-
senyawa yang terkandung didalamnya, air, udara intensitas sinar matahari.
Lingkungan yang lain adalah “ lingkungan biotik™ yaitu segala apa yang ada

yang berupa organisme yang ada di sekitar makhluk hidup.

Berkaitan dengan jenis-jenis lingkungan hidup ini, banyak tokoh-tokoh
lingkungan hidup yang berpendapat dan disini ditemui banyak kesamaanya.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh tresna sastrawijaya, jenis-jenis
lingkungan hidup terdiri dari lingkungan fisik yang terdiri dari semua benda
yang hidup maupun tidak hidup serta kondisi ruangan yang kita tempati,

lingkungan sosial yang meliputi manusia sekitar.

3% Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan Hidup,, h. 7.
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Hal senada juga disampakan oleh emil Salim bahwa jenis-jenis
Ingkungan disini si samping lingkungan fisik, yang mempengaruhi hal yang
idup termasuk manusia, yang dalam pengertian ini terlihat sangat luas sekali

juga lingkungan alam dan lingkungan sosial.”’

Pembagian jenis-jenis lingkungan hidup ini menurut Otto Soemarwoto,
tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan hidup, lingkungan
hidup harus diartikan secar luas yaitu tida saja lingkungan fisik dan biologi,

tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.*®

Pengelompokan jenis-jenis lingkungan dari uraian di atas dapat
disimpulkan menjadi beberapa macam. Secara garis besar lingkungan hidup

manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

a. Lingkungan fisik (physical environment), lingkungan fisik adalah segala
sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk mati seperti, rumah,
kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.

b. Lingkungan biologis (biological environment), lingkungan biologis adalah
segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang brupa organism
hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad

renik (plankton) dan lain-lain.

37 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara, 1982), h. 15.
* Otto Soemarwoto, Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global, (Jakarta: Gramedia Pustaka

utama, 1972), h. 30.
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C.

Lingkungan sosial (sosial environment), lingkungan sosial adalah
manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga,
tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkunan institusional (institutional  environment), lingkungan
institusional adalah lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat

yang bertujuan mencapai kesejahteraan.’

2. Unsur-unsur Lingkungan hidup40

Lingkungan Hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia

(human environment). Istilah ini bisaa dipakai dengan lingkungan hidup.

Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai lingkungan saja.

Dari definisi-definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat

dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air,
udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang
disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya

disebutkan sebagai komponen;

b. Daya, disebut juga dengan energi;

C.

Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;

%" Niniek Suparmi, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,, h. 15.
* N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua), (Jakarta: Erlangga,
2004), h. 5-7.
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d. Perilaku atau tabiat;
e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisaa pula

disebut dengan jaringan kehidupan.

3. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat

terbaca dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Adapun asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

berikut*':

&

tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;

e. manfaat;

f.  kehati-hatian;

g. keadilan;

s

ekoregion;

I Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 2, 3 dan 4 UU No 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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1. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

I. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah

Penjelasan pasal tersebut adalah:

a. Asas tangung Jawab Negara (state responcibility) adalah:

1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup
rakyat, baik masa kini maupun generasi masa depan.

2) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.

3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam yang menimbulan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.

Pasal 2 menunjukkan bahwa warga Negara telah mempunyai
landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab Negara
dalam upaya memberdayaan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan

masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain Negara
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harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang
disebaban oleh tangan manusia dan memberdayaannya untuk sebanyak-

banyak kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab Negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan
sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat
bermanfaat bagi kini dan generasi di masa yang akan dating. Selain itu
Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaataan sumber daya alam
dal wilayah yurisdiksi Negara lain serta melindungi Negara terhadap dampak
kegiatan diluar wilayah Negara. Kewaiban Negara ini secara konstitusional
tercantum pada Pasal UUD 33 UUD 1945 yaitu prinsip Negara, bumi dan
segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara untuk digunaan ntuk kehidupan orang
banyak atau dengan kata lain Negara bertindak sebagai penyelenggara

kepentingan uum (bestuurzorg).

Dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut menmbulkan asas hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas ini merupakan asas yang
diakui dalam konvensi dan hak asasi manusia sebagai hak individu
(subjektif) yang ada pada setiap orang sejak dilahirkan dan sifatnya mutlak.
Hak ini diperkuat dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, dalam pasal 28 menyebutkkan, bahwa setiap orang berhak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada ubahan UUD 1945
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yang kedua tahun 2000 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 pasal
pada pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan. Konsekuensi dari hak atau asas tersebut adalah kewajiban dari
setiap orang untuk memilahara lingkungan hidup guna menghindarkan dari

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Untuk itu telah dikembangkan arah baru atau paradigma pembangunan
untuk meningkatkan kuahtas hidup seluruh rakyat Indonesia yang di kenal
dengan  pembangunan yang  berkelanjutan atau = pembangunan
berkesinambungan atau sustainable development. Paradigma baru ini
mewajibkan semua pihak dalam memanfaatkan aiam untuk berfiktr
membangun kesejahteraan jangka panjang untuk generasi yang akan datang
bukan genarasi saat ini saja. Paradigma sustainable development ini pertama
kali dibahas pada Konferensi Stockholm (UN Conference on The Human

Environment) tahun 1972 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Asas tanggung jawab Negara ini bersesuaian dengan pandangan pakar
politik Negara Adolf Markel sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan, yang
menyatakan bahwa: "segala sesuatu yang berbau kepentingan umum harus
dilindungi dan dijamin secara hukum oleh Negara". Berdasarkan asas

tanggung jawab negara tewebut pada satu sisi negara menjamin bahwa
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pemanfaatan sumber daya aiam memberikan manfaat optimal kepada publik
dan difkuti kualitas kehidupan yang baik (life quality), sedangkan pada sisi
lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan
represif terhadap akti vitas yang meruglkan lingkungan hidup, individu, serta

masyarakat atau penduduknya.

Asas tanggung jawab negara ini diharapkan tidak hanya berada pada
tataran wacana semata, tetapi egara harus bekerja keras dapat
mewujudkannya dapat kenyataan konkrit. Salah satu bentuk tanggung jawab
negara dalam melindungi lingkungan hidup adalah, menghasilkan atau
mewujud-kan satu produk perundang-undangan yang komprehensif, baik
dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum. Karena
perundang-undangan yang kurang jelas dapat merugikan dan melemahkan
penegakan hukum itu sendiri. Seperti dicantumkannya asas subsidiaritas
hanya dalam penjelasan umum, ternyata telah menimbulkan kesulitan dalam
tataran aplikatif. Kesulitan pemaham-an yang komprehensif tentang makna
asas ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi telah menimbulkan
kendala dalam penegakan hukumnya. Dalam tataran aplikatif yang sangat
diperlukan adalah suatu ketentuan yang lugas, jelas, dan tegas, serta tidak

menimbulkan multi tafsir. Kegagalan penegakan hukum sesungguhnya
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dimulai dari kegagalan legialator atau negara dalam membentuk satu

perundang-undangan yang baik.*

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan

lingkungan hidup (good environmental governance) meliputi 6 (enam) aspek

dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Kedaulatan (sovereignity).

Kekuasaan (power).

Kebijakan (policy).

Pengendalian (controlling).
Pengembangan (developing).
Tanggungjawab (responsibilityinability).

Keenam prinsip tersebut tercermin dalam kekuasaan negara dan

pemerintahan untuk mengelola lingkungan dan sumber daya dalam, yakni:

1))

2)

3)

Mengatur dan mengembangkan lingkungan dan pemanfaatan kembali
sumber daya alam.
Mengatur penyediaan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan dan
sumber daya alam.
Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berkaitan
dengan aspek sumber daya aiam, buatan, termasuk sumber daya

genetika.

* Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.,, h. 61-63.
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4) Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial.

5) Mengembangkan pendanaan dalam rangka keberlanjutan lingkungan.

Disatu sisi negara menjamin bahwa sumber daya aiam akan
memberikan manfaat yang sebe-sarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup
rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi,
negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya aiam
dalam wilayah yurisdiksinya negara lain, serta melindungi negara terhadap

dampak kegiatan di luar wilayah negara.

b. Yang yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan
melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki

kualitas lingkungan hidup.

Asas ini mengandung makna, bahwa setiap orang Indonesia memiliki
kewajiban melestarikan lingkungan hidup yang ada. Pembangunan yang
dilakukan demi mensejahterakan rakyat harus memperhitungkan kemampuan
lingkungan itu sendiri, jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru

mengorbankan generasi di masa depan.

Tegasnya asas kelestarian dan berkelanjutan dalam pengelolaan

lingkungan hidup tersebut menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap
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orang dalam satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup
sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang
maupun generasi mendatang. Sebuah idealisme yang semestinya tetap
terfokus dan diabstrak-sikannya kedalam realitas pengelolaan lingkungan
hidup di Indonesia. Asas ini mengandung makna setiap orang memikul
kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap
sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung
jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.
Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan

terlanjutkannya pembangunan".

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan WCED menjadi
referensi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini, aspek wutility
atau kemanfaatannya cukup memberikan harapan yang jelas, karena pada
hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya terpadu yang
melibatkah berbagai komponen, baik negara, masyarakat dan pelaku usaha
atau perusahaan-perusahaan industri untuk lebih proaktif melestarikan fungsi
lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup

generasi sekarang dan generasi mendatang.

Asas kelestarian dan berkelanjutan ini pada dasarnya teradaptasi dari
prinsip keadilan antar generasi yang dirumuskan dalam Prinsip 3 Deklarasi

Rio yang menyatakan bahwa: "The right to development must be fulfilled so
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as to equitable meet development and environmental needs of present and

future generation”.

Dari asas atau prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) tersebut dapat ditarik lagi beberapa asas, yaitu: asas keadilan
antar generasi (intergenerational equity), asas keadilan dalam satu generasi
(intragenerational equity), asas pencegahan dim (precautionary principle),
asas perlindungan keberagaman hayati (biodiversity conservation), asas

internalisasi biaya lingkungan.

Beberapa asas seperti asas keadilan antar generasi, asas keadilan dalam
satu generasi, asas pencegahan dini, telah diuraikan di atas. Sedangkan asas
perlindungan keberagaman hayati (biodiversity conservation) adalah, upaya
untuk melestarikan atau paling tidak mempertahankan berbagai dimensi
keberagaman hayati dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sedangkan
yangdimaksud dengan asas internalisasi biaya lingkungan adalah, suatu upaya
memperhitungkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan

ekonomi akibat timbulnya kerusakan lingkungan.

Beberapa asas seperti asas keadilan antar generasi, asas pencegahan
dini, telah diuraikan di atas. Sedangkan asas perlindungan keberagaman hayati
(biodiversity conservation) adalah, upaya untuk melestarikan atau paling tidak

mempertahankar.berbagai dimensi keberagaman hayati dalam konteks
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pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas
internalisasi biaya lingkungan adalah, suatu upaya mempemitungkan biaya-
biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi akibat timbulnya

kerusakan lingkungan.*’

Tentang prinsip pembangunan berkelanjutan Daud ~ Silalahi**
berpendapat, bahwa prinsip ini akan membawa pengaruh pada prinsip hukum
tradisional yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan
teknologi yang membawa dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses
pembangunan (development concept). Pembangunan membawa kondisi dan
nilai baru yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada, baik secara ekonomi
maupun sosial sehingga diperiukan proses penyesuaian terhadap kebutuhan

baru (new needs).

c. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah:

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai
aspek seperti kepenfengan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta

pelestarian ekosistem.

d. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah:

# Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,,,, h. 63-64.
* Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Penegaan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung:
Alumni, 2001), h. 4.

53



bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen

terkait

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah:

bahwa segala wusaha dan/atau kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya aiam dan lingkungan
hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

Asas ini merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang
diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi asas manfaat ini mempunyai tujuan
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu segala apa yang
dibangun, dan hasil-hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia, sehingga pembangunan itu tidak me-ngorbankan lingkungan yang
berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi

masa depan.

Asas manfaat ini harus dapat mendukung kehidupan yang
berkelanjutan, yaitu dengan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh

manusia. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah:
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1)
2)
3)
4

S)
6)
7)

8)

9

Memelihara komunitas kehidupan di muka bumi.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Melestarikan keanekargaman hayati.

Memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya aiam yang tidak
terbaharui.

Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.

Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorangan.

Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan
hidupnya sendiri

Menyediakan kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada
kelestarian lingkungan.

Menciptakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarkan dengan asas

tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqgwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah:

bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan

merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau
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menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik
lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Asas ini bermakna bahwa setiap pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa
kecuali.

. Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumber daya aiam, ekosistem, kondisi geografis,

budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,
keragaman, dan keberlanjutan sumber daya aiam hayati yang terdiri atas
sumber daya aiam nabati dan sumber daya aiam hewani yang bersama dengan

unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah:
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bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya
menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib

menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Sedangkan asas pencemar membayar (the polluter pays principles)
yang bersumber pada ilmu ekonomi yang bermula pada pemikiran bahwa
pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang
seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya

penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran’.

. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa:

setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Asas ini mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang

lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan asas atau prinsip tersebut, mengindikasikan idealisme
untuk tetap menempatkan eksistensi lingkungan hidup sebagai persoalan
fundamental dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional di
era globalisasi ini. Eksistensi lingkungan hidup tidak dipandang sebagai ruang

semata untuk aktivitas makhluk hidup seperti manusia yang perilakunya dapat
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mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup

lain, tetapi telah menjelma menjadi salah satu karakteristik persoalan bangsa.

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah:

bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat.

. Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah:

bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

adalah:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem;

58



d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai
bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya aiam secara bijaksana;

1. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu

lingkungan global.

Kemudian ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;

pengawasan; dan

R

penegakan hukum.*

B. Pelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua
komunitas ekosistem di bumi ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup yang baik.*® Hal ini perlu ditegaskan pada pemeliharaan

dan pelestarian lingkungan hidup akibat pembangunan yang membabibuta,

* Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,,, h. 64-67.
* Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,,, h.25.
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maka pembangunan hendaknya tidak merusak lingkungan atau mencemari

lingkungan.

Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup tinggal khususnya
manusia. Manusia dalam perkembanganya sanagat berpotensi merusak tatanan
lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dilingkungannya sendiri, maka
dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apakah mungkin
manusia bisa hidup tanpa ketergantungan dengan lingkungannya?. Mustahil
manusia bisa hidup dengan dirinya sendiri, karena yang dinamakan hidup
adlah saling keterkaitan dari baerbagai komponen termasuk pengarh
lingkunag. Komponen tersenut di pandang sebagai suatu ekosistem dengan
bermacam komponen yang saling berhubungan. Hal ini yang menjadi sumber
perhatian adalah bagaimana ekosistem itu berfungsi serta bagaimana saling
terkait antara subtansi. Terdapat tiga subtansi yang saling interaktif yakni
sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem lingkungan fisik.*’ Dirasakan sangat
beralasan bila pemeliharaan dan pelestarian adalah agenda yang mendasr dan

tidak bisa di tunda lagi.

Perubahan fungsi dan daya dukung alam terhadap makhluk hidup sangat
mempengaruhi pola hidup manusia hingga saat ini. Pemeliharaan dan

pelestarian lingkungan diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar seluruh

*7 Sudarto P Hadi, Aspek Amdal Sejarah teori dan Metode, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), h.
23.
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komponen ekosistem dapat berfungsi dengan baik dan setelah dapat
terpelihara fungsinya hendaklah dilestarikan. Memperbaharui lingkungan
yang telah menurun fungsinya akibat teknologi dan pembangunan adalah
kewajiban setiap lapisan masyarakat. Upaya pengembalian fungsi seperti
sedia kala tidaklah mungkin bisa tetapi setidaknya bisa mempengaruhi
terhadap dukungan lingkungan jangan sampai mengganggu stabilitas hidup.
Banyak sarana yang dipakai untuk konservasi alam. Setiap Negara
mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap konservasi alam dan
lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya pembangunan yang
benar-bnenar bertujuan mensejahterakan rakyat secara adil dan merata dan
dengan tetap menjaga kelestarian alam. Pembangunan yang mengakibatkan

kerusakan lingkungan akan sia-sia.*®

Bukanlah sesuatu yang mengada-ada bila pembangunan hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi sesaat dan memusat pada suatu kelompok. Banyak
sudah sekitar Negara di dunia yang dalam pembangunan masyarakatnya

kurang memperhatikan masalah lingkungan.

Pelestarian (konservasi lingkungan) bisa dilaksanakan dengan target
jangka pendek dan kapasitas kecil dan juga dalam target jangka panjang dan
dalam kapasitas luas. Usaha mencari sarana dan metode konservasi alam

dalam kapasitas yang besar dan luas dan dalam jangka panjang bukanlah hal

8 Sudarto P Hadi, Aspek Amdal Sejarah teori dan Metode,,, h. 27.
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yang sederhana dn mudah, melainkan sangat sulit dan rumit. Pelestarian
lingkungan dalam kapasitas kecil dalam jangka pendek bukan hal yang rumit
di rasa dan media ataupun sarananya pun mudah didapatkan. Lingkungan
masyarakat yang terkecil dilingkungan manusia, seperti di kantor, rumah
tangga, pasar, penghuni pinggiran aliran sungai disarankan untuk dapat
menjaga kebersihan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga
kebersihan.”’ Lingkungan dalam kapasitas yang lebih besar diadakan
penghijauan kota, desa ataupun hutan yang telah gundul. Pelestarian jangka
pendek ini hanya bermanfaat sesaat dan tidak bisa bertahan lama. Sedangkan
untuk mengupayakan pelestarian lingkungan dalam skala makro terlebih
dahulu adalah mencarai tahu secra mendasar penyebab lingkungan ini

terganggu baik di tanah, air dan udara.>

Masyarakat adalah kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai nilai, baik
nilai agama budaya ekonomi, pendidian dan lan-lain. Langkah untuk menjaga
kestabilan kelestarian alam dalam suatu pembangunan ekonomi dan demi
memperhatikan eosistem yang ada. Dilingkungan sekitar perlu diadakan
pemeliharaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan di
segala bidang dengan cara ini akan bisa tercapai tanpa mengesampingkan

yang lain.

¥ Otto Soemarwoto, Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global, (Jakarta: Gramedia Pustaka
utama, 1972), h. 11.
>0 Sahrul Amin, Sains Teknologi dan Islam, (Y ogyakarta: Dinamika,1996), h. 65.
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Undang-undang yang dibuat oleh suatu Negara tentang konservasi
lingkungan hanya akan menjadi aksesoris lingkungan yang ditempati manusia
jika tidak dibarengi dengan kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan
serta mengeksploitasi alam. Undang-undang tentang konservasi telah di buat
oleh suatu Negara dan undang-undang tersebut sangatlah bagus dan amat
peduli dengan kelestarian sehingga undang-undang ini mudah dimainkan oleh
segilintir orang untuk bsa menguasai dan bisa mengeksploitasi alam dengan
semaunya sendiri tanpa menghiraukan dampak dari mengeksploitasi alam
tersebut. Masyarakat yang tidak berkompetensi dalam pemindahan terhadap
perusakan lingkungan tersebut tidak bisa berkutik dan terdiam kecuali hanya
menyaksikan kekejaman para pemerkosa alam tersebut. Alam dan lingkungan
sekeliling manusia adalah pemberian Tuhan untuk seluruh unat-Nya dan
bukan untuk sekelompok orang. Kesadaran tentang undang-undang
lingkungan hidup hendaknya harus ditanamkan sedini mungkin dalam diri
pribadi manusia masing-masing demi tegaknya supremasi hukum untuk

kelangsungan hidup manusia.”'

Undang-undang pelestarian alam baik tingkat nasional tau tingkat
internasional hendaknya selalu dikaitkan dengan pola dan asas pembangunan
yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan

seperti dalam undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

>! Niniek Suparmi, pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,,, h. 58.
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poko pengelola lingkungan hidup (UULH) pembangunan berwawasan
lingkungan adalah upaya sadar dalam berencana menggunakan dan mengelola
sumber daya sevara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu

hidup.>

Kebijakan pembangunan yang membabi buta dan dilindungi dengan
undang-undang terselubung akan berakibat fatal pada lingkungan dan upaya
pelestarian lingkungan, terlihat realitas kehidupan yang sering terlihat, rakyat
kecil sibuk mebersihkan dan memulung sampah-sampah yang ada di kantor-
kantor, pasar-pasar, rumah-rumah, di jalan-jalan, ssementara pada kaum
kapitalis seenaknya mebuang sampah dan limbah tanpa memperdulikan

dampak dari kecerobohan itu yang mengganggu lingkungan.

Kelalaian tersebut disebabkan karena peraturan undang-undang yang di
buat manusia mudah dimainkan oleh orang-orang yang kurang baik akidah
maupun akhlaknya. Harus didasari dengan peraturan yang dating dari Tuhan

seperti yang telah diajarkan oleh agama.

Islam dengan kemurnian akidahnya, kesempurnaan syariatnya serta
keseimbangan tuntutan moralnya, menyodorkan solusi terbaik kepada umat
manusia dalam mengahadapi berbagai macam persoaan lingkungan. Terutama

lewat ajaran-ajarannya yang terdiri dari berbagai macam tuntunan, aturan

>2 Niniek Suparmi, pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.., h. 60.
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hukum serta bimbingan moral. Semua itu dikembangkan secara organis dalam

suatu siklus yang bersubtansikan iman kepada Allah SWT.>

Permaslahan lingkungan hidup yang menyangkut kemajuan teknologi
yang di buat manusia telah mencapai ruang angkasa dan penjelajahan ini aan
terus berlanjut. Isi laut mungin ada penggalian kekayaan jia terbukti masih
tersimpan harta karun atau barang berharga, begitu pula dalam penambangan.
Usaha-usaha sejauh dan serumit ini apakah akan member banyak manfaat,
kesejahteraan umat ataukah malah sebaliknya, akan menimbulkan bencan. Hal
ini diperlukan penanganan-penanganan serius dengn berbagai pendekatan
terutama pendekatan agama untuk mencegah masalah-masalah yang timbul

dalam lingkungan.

Masalah lingkungan saat ini sangat kompleks sekali dan sangat
membahayakan ekosistem yang ada. Krisis lingkungan hidup telah
mengancam kenyamanan tempat tinggal manusia. Ternyata pengelolaan
lingkungan hidup secara bertanggung jawab membudaya dan tanpa
penghargaan. Permasalahan lingkungan saat ini telah merebah di tuntut untuk

. - 54
mengadakan penaggulangan secara internasional.

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah suatu pokok

persoalan yang mempengaruh kesejahteraan umat manusia dan perkembangan

3 Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 413.
>* William Chang OFM Cap Moral Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 9.
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ekonomi seluruh dunia. Usaha melindungai serta memperbaiki lingkungan
hidup manusia di pandang sebagai kehendak utama seluruh penduduk dunia

dan merupakan kewajiban dari segenap pemerintah di dunia.>

Hal senada juga pernah disinggung oleh Emil Salim, bahwa pada
mulanya persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan
permasalahan di Negara-negara maju, yaitu Negara-negara industri yang
mengalami akibat dari kemajuan ekonomi Negara itu sendiri. Negara
berkembang menyadari bahwa masalah lingkungan bukanlah monopoli
Negara maju. Negara berkembangpun menghadapi masalah lingkungan hidup,
tetapi dengan inti hakekat yang berlainan dengan Negara-negara berkembang
banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak

lingkungan alam.>®

Dr. Mujiono dalam bukunya Agama Ramah Lingkungan perspektif Al-
Qr’an juga mengungapkan bahwa problem lingkungan hidup sudah setua
umur dunia. Sumber masalah lingkungan hidup tersebut bersumber pada lima

aspek, yaitu:

1. Aspek dinamika kependudukan.

2. Pembangunan sumber daya alam dan energi.
3. Pertumbuhan ekonomi.
4

Perkembangan science dan teknologi.

> Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 2.
° Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,,, h. 14
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5. Benturan terhadap lingkungan

Problem lingkungan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Setidanya ada tiga factor yang memicu adanya penyebab kerusakan

lingkungan, yaitu:>’

1. Pertambahan penduduk

2. Tipisnya sumber daya alam dan rusanya teknologi, yang disebabkan
oleh minimnya sumber daya manusia yang hanya orientainya
kepentingan ekonomi.

3. Undag-undang lingkungan hidup, yang sampai saat ini hanya menjadi

sebuah panduan saja.

Masih adanya harapan manusia untuk mengeksploitasi alam main
banyak gangguan alam makin anyak pencemaran, maka aka nada manusia
yang memeranginya. Menagani masalah ini, diperlukan peraturan perundang-
undangan sampai kepada penanganan, mulai green peace sampai kementrian
lingkungan hidup, mulai dari pengajaran ilmu agama sampai penerapannya
kepada kemaslahatan manusia, perlu saling bahu-membahu, perlu menangani

dan menaggulangi masalah-masalah lingkungan manusia.

Menjawab tantangan tersebut di atas, yang perlu disikapi selanjutnya
adalah bagaimana encegah agar kerusaan yang terjadi tidak semkin

memburuk. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

7 Arief Zayyin, Arti Keagungan dan Keindahan Alam, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup 2002), h.

6.
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1. Mengubah persepsi masyarakat tentang lingkunagn hidup itu sendii
(lingkungan hidup bukan anya smber eksploitasi).®
2. Melakukan review terhadap seluruh kebijakan yang berlaku.

3. Melibatkan masyarakat dalam penaganan lingkungan.

Perlu upaya merekomendasikan kepada manusia tentang bagaimana
mencegah agar kerusakan yang terjadi tidak semakin memburuk. Beberapa

upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu adanya pendidikan lingkungan yang dapat masuk ke segala lapisan
masyarakat.

2. Perlu adanya undang-undang yang terpadu dalam hal lingkungan.

3. Adanya hukum yang mutakhir tentang lingkungan hidup.

Manusia sebagai umat yang beragama dan beradab perlu mengubah
sikap ntuk memelihara tanah air dan dunia sehingga tercipta udara yang lebih
bersih, air yang lebig murni dan stiril, lingkungan yang lebih sehat sehingga

menimbulkan kenikmatan hidup.”

Seluruh umat manusia juga harus mewaspdai obat-obatan yang
digunakan. Seluruh umat manusia perlu mengetahui madharat dan
manfaatnya. Perlu disadari batas-batas yang baik dan yang tidak baik dari
makanan dan obat-obatan, baik mengenai jumlah ataupun macamnya. Setiap

manusia berharap mempunyai mobil tocker, tetapi tidak mecemarkan.

% Arief Zayyin, Arti Keagungan dan Keindahan Alam,,, h. 5.
> Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan,,, h. 264.
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Menggunakan energi sehemat-hematnya. Penurunan mutu lingkungan harus
di cegah. Lapangan terbuka dengan tanaman hijau amat diperlukan generasi

penerus.

C. Lamongan Green and Clean

Green and Clean adalah program yang direncanaan untk mengatasi
permasalahan lingkungan terutama pada penanganan sampah domestik di
wilayah Kabupaten/Kota tempat program ini di implementasikan. Kunci
utama program Green and Clean adalah sinergi dari berbagai elemen baik
dari sektor swasta, media LSM, pemerintahan lokal dan yang terpenting

adalah komponen masyarakat.

Lamongan Green and Clean adalah program lingkungan berbasis
masyarakat yang digagas oleh PT. Unilever Indonesia melalui yayasan
Unilever Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Lamongan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang
bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih bebas sampah
dan juga bebas banjir di setiap lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan

dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

1. Tujuan dan sasaran program Green and Clean

Adapun tujuan dari program Green and Clean adalah:
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a. Memberdayakan masyarakat untuk peduli akan kebersihan dan
kehijauan lingkungan.

b. Memberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berhasil
mewujudkan tepat tinggalnya bersih, hijau dan sehat.

c. Mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program Green and Clean

yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat untuk peduli akan kebersihan dan
kehijauan kota.
b. Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan sehat.
2. Tujuan dan sasaran Lamongan Green and Clean
Adapn tujuan dari Lamongan Green and Clean adalah:
a. Menciptakan kampung yang hijau, bersih, sehat serta nyaman.

b. Mengkampanyekan kampung hijau dalam setiap momen kegiatan.
Adapun sasaran dari Lamongan Green and Clean adalah:

a. Terciptanya lingkungan bersih indah dan nyaman serta
menyehatkan.
b. Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap

lingkungan.®’

8 panduan Pelaksanaan LGC 2011.
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D. Intruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011

Lingkungan adalah salah satu bagian terpenting dari bumi ini. Sebagai
salah satu bagian dari bumi ini, lingkungan sangat berperan bagi
kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi ini. Selain itu, tanpa
adanya lingkungan yang asri dan terawat semua makhluk hidup akan
kesulitan untuk hidup karena lingkungan salah satu tempat hewan-hewan
tinggal dan mencari makan. Selain itu, lingkungan yang penuh dengan

pohonan dan tumbuhan dapat mengurangi adanya bencana alam.

Linkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak
mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi
sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai
alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di
sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran
masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka
tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih
seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai
pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui

melalui media cetak dan online.

Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih serta sehat akan membuat

para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik.
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Kesehatan tubuh manusia berada pada posisi paling vital. Alasannya tentulah
mengarah pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya.®'

Berawal dari keinginan pemerintah kabupaten lamongan menciptakan
kelestarian dan kebersihan lingkungan guna mencapai kehidupan yang
bersih indah teduh, nyaman serta menyehatkan. Maka, diterbitkan Instruksi
Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green

and Clean.

Dalam Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang

Program Lamongan Green and Clean tersebut ditujukan kepada®*:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan.

2. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

3. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Universitas di
Kabupaten Lamongan.

4. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.

Serta Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program

Lamongan Green and Clean tersebut berisi :

1. Mendukung dan berpartisipasi dalam Program Lamongan Green and
Clean (LGC) dengan melaksanakan:

' http://fazrulprasetya.blogspot.co.id/2012/04/penataaan-lingkungan-hidup.html?m=1,
diakses pada 13 Juli 2017.
62 Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean.
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a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan kerja,
perumahan dan jalan sekitarnya.
b. Gerakan Penghijauan pengadaan pot bungan di lingkungan kerja,
perumahan dan tepi jalan.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan
perkembangan kegiatan Program Lamongan Green and Clean kepada
Bupati Lamongan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

E. Tinjauan Umum Tentang Figh Lingkungan
1. Pengertian Figh Lingkungan

Kata “lingkungan”, sebagai terjemahan dari kata a/-biah dalam tulisan
ini dilekatkan deng kata “figh” yang secara istilah berarti pengetahuan
tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-perbuatan
manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang
bersifat al-tafshiliyyah.” Oleh karenanya, figh lingkungan yan dimaksud
adalah pengetahuan atau tuntutan syar’i yang memperhatikan terkait
masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar’i ang dipakai untuk melakukan
kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan

lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara
umum. Secara bahasa fikih diartikan sebagai kepaaman terhadap sesuatu.®*
Adapun term fikih lingkungan (figh al-bi’ah) secara etimologis terdiri dari

dua kata yang tersusun secara (idhafa) yang termasuk kategori bayyinah

63 Abd al-Wahhab Khallaf, Ushul al-figh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 15
Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan, (Jakarta: Kementrian
Agama, 2011), h. 16
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(kata kedua mudhaf ilaih sebagai keterangan dari kata pertama/ mudhaf).
Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan
sekaligus sebagai tujuan dari fikih tersebut. Secara istilahi fikih lingkungan
dapat diartikan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia
yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang
terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa
ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti

termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.®

Pemahaman masalah lingkungan hidup (figh al-bi’ah) dan
penaganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlunya diletakkan di atas
fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dan dibina selama
ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang
sudah ada dan masih terus berlangsung. Figh lingkungan hidup berupaya
menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah
lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang
beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan
melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan

Penyayang sebagai hunian tempat manusia menjalani hidup di bumi ini.*

% Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan,,, h. 17
5 Ali Yafie, Merintis Figih Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Cahaya, 2006), h. 165
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Manusia yang beriman dituntut untuk memungsikan imannya dengan
meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan
hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Ttulah wujud nyata dari
statusnya sebagai khalifah dibumi, mengemban amanat dan tanggungjawab
atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. lingkungan hidup harus
terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengerusakan yang berakibat
mengancam hidupnya sendiri.®” Konsep tentang fikih ulama Kalimantan
Selatan berwujud dalam bagian (seperti bab, yaitu air, sungai, pemukiman,
sampah, dan hutan tambang. Semua bagian itu tertuang dalam wadah-wadah

hukum fikih.

2. Dasar Hukum Pemikiran Figh Lingkungan

Hukum islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan
baur. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum
Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Fikih lingkungan
merupakan salah satu cabang dari kajian fikih secara keseluruhan yang
relatif masih baru.

Fikih lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan
dan asas kemaslaatan lingkungan (maslahatul al-bi’ah). Artinya pandangan
yuridis-spiritualis Islam (Figh Lingkungan) didasarkan pada prinsip kerja

guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslaatan lingkungan

57 Ali Yafie, Merintis Figih Lingkungan Hidup,,, h. 162
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secara simultan. Pemulihan asas ini didasarkan pada tujuan dan misi figh
lingkungan.®®

Adapun tujuan figh lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak
(software) berupa panduan perilaku yang beriwa religious islam dalam
melestarikan lingkungan sedangkan misi figh lingkungan adalah menjadi
pengrekayasa sosial masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan
yang memadai.®’

Selain itu perumusan figh lingkungan didasarkan dan digali dari teks-
teks syar’i. banyak teks-teks yang membicarakan mengenai persoalan
lingkungan dan interaksi antara Tuhan, manusia dan lingkungan yang
sekaligus dapat dijadkan sebagai dalil mapun dasar perumusan figh
lingkungan. Beberapa diantaranya adala sebagai berikut:

Al-Qur’an menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam
perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigm teologis dan etis.
Al-qur’an juga menjelaskan paradigm kerusakan alam sebagai perilaku
destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa
bangsa. Di samping itu Al-Qur’an menegaskan kemungkinan beberapa
sanksi bagi perusak alam lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai

petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur’an tentang lingkungan hidup lebih

8 Yusuf al-Qardhawi, Islam Agama Ramah lingkungan, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 202) h. 50
% Yusuf al-Qardhawi, Islam Agama Ramah lingkungan,,, h. 53
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bersifat petnjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui

ijtihad menuju hukum fikih yang lebih aplikatif.”

Dalam Q.S Al-Anbiya’ ayat 30, Allah berfirman:

O s s B O FOr e oo oo rro0 8

S oLl n Ulaory Lliizas 5, 1875, Vly wlslZdl 8 19,58 00 4 )

Artinya: “Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bawasannya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami
jadikan segala sesuatu yang hidup. maka mengapakah mereka
tiada juga beriman?” (Q.S Al-Anbiya’:30)

Penggalan ayat “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”
menggambarkan urgensi air dalam keidupan. Para ulama’ memberikan
beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan
bahwa segala yang hidup memerluan air, pemliharaan kehidupan segala
yang hidup adalah dengan air, dan Allah pancarkan sperma dari sulbi segala
sesuatu. Quraish shihab, dalam mengutip tafsir a/-Muntakhab, menegaskan
bahwa berdasrakan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa
komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan
bangunan pada setiap makluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ayat

tersebut mengaharskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai

" Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan,,, h. 35
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penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan

. . . . . 1
air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian.’

Dalam Q.S Al-Furqon ayat 48-49, Allah berfirman:

z 8. 7z - - % - cor0 I L T g 72
B el ol slocdl o Wil amy oo C L2a U o)l s ) g0
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Artinya: “Dialah yang meniupan angin (sebagai) pembawa kabar gembira
dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan
dari langit air yang amat bersih. Agar Kami menghidupkan
dengan air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan
air itu negeri sebagian besar dari makhluk Kami binatang-
binatang ternak dan manusia yang banyak.” (Q.S Al-Furqon:48-
49)

Sukarni dalam bukunya terdapat penelasan Ibnu Katsir yang
memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti
kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan
banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring air huan. Dari hujan itu,
air bersih diturunkan Allah uuntuk menopang kehidupan seluruh

makluknya.”?

Al-Baidawiy menjelaskan bahwa sistem waktu sangat diperlukan ole
manusia dalam segala aktifitas muamalahnya. Dengan peredaran matahari

yang bersinar dan bulan yang bercahaya dapat diidentisifikasi untuk diatur

"' M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 445
? Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan.,, h. 37
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dan dimanfaatkan. Demikian juga Allah berfirman dalam Q.S an-Naazi’at

ayat 30-32:

Artinya: “Dan bumi sesudah dihamparkannya. la memancarkan dari
padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh.” (Q.S an-
Naazi’at: 30-32)

Terhadap ayat ini, Sukarni dalam bukunya ada penjelasan oleh al-
Biga’ity menjelaskan bahwa semua yang dinikmati dan membawa
kenikmatan hidup manusia itu adalah bersumber dari air dan tumbuhan. Oleh

karena itu, karunia Allah yang sangat besar adalah air dan tumbuhan. "

Ayat-ayat tersebut menggambarkan ketelitian ciptaan Allah dalam
semesta alam telah ditentukan kadar-kadarnya secara sempurna. Apabila
perilaku manusia tidak berupaya memelihara ciptaaan Allah itu, pasti akan
terjadi berbagai bencana dan kehancuran. Ayat-ayat tersebut juga
mengisyaratkan bahwa langit (semua berpotensi dari atas, seperti cahaya

matahari dan bulan) dan bumi (semua yang berasal dari bumi, seperti sungai,

7 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan.,, h. 40
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laut, dan gunung) adaladh karnia Allah yang sangat besar bai

keberlangsungan hidup manusia.”*

Metode istinbat yang digunakan dalam merumuskan figh lingkungan
menurut ulama Kalimantan Selatan meliputi metode deduksi, dan gabungan
antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan menalar ayat al-Qur’an atau
Hadits sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rmusan-rumusan
fikih. Induksi dilakukan dengan cara menganilisis fakta lingkungan
kemudian ditetapkan hukum fikihnya dengan teori maslahah mursalah atau
dengan sekaligus juga dapat dlakukan dengan cara menalar nassnya dan
diperkuat dengan analisis fakta lingkungan. Di samping itu, menurut ulama
Kalimantan Selatan, implementasi fikih lingkungan untuk mengatur
masyarakat akan beralan efektif bila rumusan-rumusannya dihasilkan
melalui ijtihad kolektif, sinergi antara ulama’, umara’ dan tenaga ali.
Rumusan-rumusan itu kemudian diformalkan dalam bentuk perda atau
undang-ndang. Sebagai upaya untuk memberikan sugesti psikolog, aturan-
aturan fikih itu ditulis ke dalam bahasa arab atau minimal dengan huruf

arab.”

™ Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan,,, h. 39
™ Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan.,, h. 264
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3. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam Figh Lingkungan

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang
terdiri dari kata con (together) dan servare (keep/save) yang memeliki
pengertian mengena upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara
bijaksana. Sedangkan etimologi kata Konservasi dapat diartikan sebagai
tetap seperti keadaanya semula, tak berubah atau kekal. Jadi pelestarian
adalah pengelolaan SDA yang menjamin pemanfatannya secara bijaksana
dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan memelihara dan

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.’®

Secara implementatif pelestarian (konservasi) dapat dilakukan melalui
tiga ranah kegitan yakni pelestarian terhadap sistem penyangga kehidupan,
pemeliharaan teradap keaneckaragaman hayati dan pemanfaatan SDA dan
lingkungan secara lestari. Ali Yafie menyebutkan mengenai prinsip-prinsip

dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup.

1. Perlindungan Jiwa-raga (hifdz al-nafs) adalah kewajiban utama

Kehidupan dalam pandangan figh adala sesuatu yang mulia dan
sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan
naluri “mempertahankan hidup” dan cenderung “hidup kekal”. Manusia

sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makluk-

78 http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi diakses pada tanggal 30 September 2017
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makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang
demikian, tetapi juga mempunyai kesadaran lidrak untuk
mempertahankan hidup itu. Dari kesadaran tersebut muncul dan
berkembang daya pilih (ikhtiar) dan daya upaya (kasb) pada diri
manusia terjadi. Keadaan manusia yang demikian itu adalah kehendak
dan yang Maha Pencipta (al-Khalig) yang menganuerahkan hidup

.77
kepada manusia.

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan
maslahat pokok yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap
jiwa adalah perlindungan terhadap psikis manusia dan keselamatan

mereka.

Soal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan,
pencemaran dan pengrusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya
alamnya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya,
akan membehayakan kehidupan manusia. Semakinluas hal ini
dikembangkan maka semakin tampakla bahaya-bahaya yang akan

diderita oleh umat manusia.”®

2. Kehidupan dunia bukan tuuan. Kehidupan adalah titipan menuju

kehidupan akhirat yang kekal

T Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup,,, h.171
™ Yusuf al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,,, h. 66
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Bahwa makna keidupan dunia sangat penting. Kesimpulan bekerja
dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan
duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh
ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas
bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja
yang bermutu dan bernilai tinggi dalam arti sesuai dengan keendak yang
Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini ia akan nikmati secara
terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inila

yang di ungkapkan Al-Qur’an dam surat al-Mulk.”’

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak
manusia (haad al-kifayah). Melampaui batas standar kebutuhan layak

manusia dilarang

Mengambil lebih dari kebutuhan mansia yang semetinya dalam
kaitan dengan sifat terbatasnya sumber daya alam ini, pada dasarnya
hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri.
Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang
semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi bumi
dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa ntuk berproduksi
melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk

keperluan industri.

" Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup.,, h. 172
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Gejala-gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun
terakir ini. Suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin
naik, dan udara yang kita hirup tidak lagi sehat. Kecenderungan seperti
ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dunia. Adanya
pihak atau golongan atau Negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan,
pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mendominasi pemanfaatan
sumber daya alam atau mengambil lebih dari semestinya dapat
menyebabkan sebagian besar dari produk bumi ini berada dalam kondisi

krisis kehidupan.*’

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegaskan.
Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan

keidupan seluruhnya

Manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk
kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya atau etnisnya
saja, tetapi diaak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan
semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni

.81
masyarakat dunia.”®

80 Al Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup,,, h.173
81 Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup.,, h.175
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5. Menusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentan
kelestarian ~ kehidupan.  Segala  tindakannya  akan  dimintai
pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat

Martabat manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang tadi
disebut muhtaram. Status manusia yang demikian ini, dalam ilmu fikih
disebut ma’shum. Artinya bukan hanya hak kepribadian yang hharus
dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam
satu ‘ishma’ (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar
menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah:®*

1) Hifdz al-Nafs (hak untuk hidup)

2) Hifdz al-‘Aql (hak berfikir sehat)

3) Hifdz al-Mal (hak untuk memilik)

4) Hifdz al-Nasb (hak untuk berketurunan)

5) Hifdz al-din (hak untuk keyakinan yang diimaninya)

4. Perlindungan Lingkungan dalam Kajian Ilmu Fikih

Hubungan ilmu fikih dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan
perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak, adalah
hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana umum
diketahui, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan

Tuhannya, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan

82 Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup,,, h.189
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alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum-hukum syariat yang sudah

dikenal luas, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Maka dari itu, para ahli fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku
bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaan pun yang luput dari
lingkup pembahasan-nya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih
meliputi semua urusan di dunia dan akhirat, semua permasalahan ibadah dan
muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Di
dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan
dan budaya serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan

manusia.

Pada kenyataannya, semua yang memiliki kemampuan dalam fikih
Islam, serta kemauan untuk menelusuri sumber-sumbernya; baik itu fikih
madzahb, tikih umum, atau fikih perbandingan (mugaranah), maka ia akan
menemukan bahwa fikih memiliki pembahasan yang sangat luas yang
diperinci dalam banyak babnya. Ketika pertama membuka buku fikih, anda
akan temukan di dalamnya kitab thaharah (pembahasan tentang tata-cara
bersuci) sebagaimana akan diterangkan dalam hukum-hukum yang
ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan

ijma.
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Begitu juga, kita akan menemukan dalam fikih, pembahasan-
pembahasanyang berkenaan dengan shalat dan hukum-hukumnya, juga
dengan zakat, shadagah, dan infag. Lebih dari itu, fikih juga berhubungan
dengan haji, ihram, dan larangan berburu, memotong tumbuhan dan
semacamnya. Kita juga menemukan hubungannya dengan upaya
menghidupkan lahan yang sudah mati dalam fikih muamalah. Ia juga
berhubungan dengan jual-beli dan segala hal yang berkaitan dengannya,
serta dengan hokum kepemilikan terhadap air, rumput, apt dan garam
Sebagaimana ia juga berhubungan dengan masalah nafagat, khususnya
terhadap hewan-hewan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak

milik, serta kewajibannya jika menyia-nyiakan atau melalaikannya.

Fikih juga berhubungan dengan jihad, serta segala aturan yang
diperbolehkan untuk merusak dan yang tidak. Serta bahasan-bahasan lain
yang berhubungan dengan lingkungan, yang masih dalam ruang lingkup
pembahasan bab-bab fikih. Secara garis besar pembahasan dalam perspektif
fikih ini didasarkan pada metodologi (manhaj) yang pada tataran

pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan umat Islam.

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah
hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya
sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa

dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode Fikih yang terkenal,
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telah melahirkan bahasan-bahasan dalam pelbagai literatur yang amat
banyak, yang dalam bahasan-bahasan itu menyinggung pentingnya
memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur
dan memeliharanya. Karena, memang, di dalamnya dipaparkan prinsip-

prinsip pemeliharaan lingkungan dengan amat terpuji.

Di antara prinsip-prinsip yang amat terkenal tersebut adalah prinsip
"La dharara wa la dhirar" (tidak berbahaya dan membahayakan), yang
diambil dari hadits nabawi, dan sudah dibenarkan oleh para alim ulama
dengan berbagai metode pendekatan yang mereka miliki. Pada dasarnya,
prinsip-prinsip itu diambil dari nash-nash Al-Qur'an yang semuanya
mengacu pada usaha meniadakan berbagai bentuk bahaya, seperti dalam

firman Allah:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-
Nisa': 29)

) L o 8y sy 1 ) (Kol vl W 0 e g s
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Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah: 195)

ol

R

):5.».2

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani lebih dari
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena
anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena
anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak
ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan
anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 233)

Dari kaidah universal ini kemudian dibagi kembali ke dalam kaidah-
kaidah parsial sebagai kumpulan metode yang telah disepakati oleh para ahli

fikih. Diantaranya kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

OGN Ay i ol
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"Bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan'

Ao JI3Y 5l
"Bahaya jangan dihilangkan dengan bahaya."
DY pAd sbiy
"Bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan."
o A DAl ey

"Memilih alternatif bahaya yang lebih ringan"
Bhdl e Jol dlialt 5y
"Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”
Beberapa kaidah hukum di atas merupakan bagian dari rujukan fikih
Hanafi dalam majalah Hukum-hukum Keadilan, yang kemudian ditetapkan
dan dijadikan mukadimah pada bahasan tentang muamalah, yang darinya

kemudian disusun hukum-hukum dalam ilmu fikih.**

¥ Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,.. h. 51-56
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011
Tentang Program Lamongan Green And Clean Sesuai UU No 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam mengubah lingkungan alam yang sehat dibutuhkan peranan
Pemerintah dengan mengelola lingkungan dengan cara berusaha menciptakan
lingkungan dan keadaan alam yang stabil agar dapat dinikmati sebagai kebutuhan

mendasar yang paling penting bagi kehidupan manusia.

Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah
untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman
untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita
kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama

lingkungan rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta
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kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk
memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari
sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan

kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih serta sehat akan membuat para
penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Kesehatan
tubuh manusia berada pada posisi paling vital. Alasannya tentulah mengarah
pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya.®

Amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga
menjadi hal yang memotivasi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih
konsen terhadap isu lingkungan, kesehatan dan kebersihan. Dimana di Amanat
Undang-Undang 18 tahun 2008 dalam (pasal 6) tersebut menyebutkan bahwa
“Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib melakukan usaha menetapkan
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan
provinsi;,  memfasilitasi, mengembangkan, dan  melaksanakan  upaya

85
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah’.

% http://fazrulprasetya.blogspot.co.id/2012/04/penataaan-lingkungan-hidup.html?m=1,
diakses pada 13 Juli 2017.
% Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Pasal 6 UU No 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.
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Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3)
menyebutkan bahwa, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang® :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS)
tingkat kabupaten/kota;

3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

Hadirnya Amanat Undang-Undang tersebut direspons secara cepat oleh
pemerintah kabupaten lamongan dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 01

tahun 2011 tentang program Lamongan Green and Clean (LGC).

Diterbitkannya Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 tahun 2011 tentang
program Lamongan Green and Clean (LGC), merupakan upaya sadar untuk
mewujudkan kebersihan dan kelestarian lingkungan serta kesehatan dan

kenyamanan masyarakat.

Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang
termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan
nyatanya untuk menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.”” Selanjutnya untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut

dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah

% Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 63 Ayat (3) UU No 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

%7 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 65 Ayat (1) UU No 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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yang menjadi fokus perhatian kita. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara
beriringan sehingga tujuan menciptakan lingkungan dalam kondisi kebersihan
terjaga bisa tercapai tanpa ada paksaan. Selain itu, tujuan itu juga merupakan

sebuah kesadaran dan kebutuhan semua orang.

Berdasarkan asas tanggung jawab negara dalam arti lain pemerintah
daerah lamongan, pada satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber
daya alam memberikan manfaat optimal kepada publik dan diikuti kualitas
kehidupan yang baik (l/ife quality), sedangkan pada sisi lain negara berkuasa
untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas
yang merugikan lingkungan hidup, individu, serta masyarakat atau
penduduknya. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi
lingkungan hidup adalah, menghasilkan atau mewujudkan satu produk
perundang-undangan atau kebijakan yang komprehensif, baik dan tidak
menimbulkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum. Karena perundang-
undangan atau kebijakan yang kurang jelas dapat merugikan dan melemahkan

penegakan hukum itu sendiri.*®

Adanya asas otonomi daerah yang disebutkan dalam UU No 32 Tahun
2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, merupakan
sebuah wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan

daerah yang lebih baik, nyata dan bertanggung jawab. Secara subtansial daerah

88 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,,,, h. 61-63.
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mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup,
kewajiban pemerintah daerah menerbitkan aturan-aturan sebagai upaya
preventif dan larangan terkait kerusakan lingkungan hidup. Pada ayat 63 ayat
Ic-3c disebutkan bahwa pemerintah pusat hingga daerah memiliki wewenang
dan tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai Rencana
Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu dalam
UUPPLH pasal 65 ayat 2 dan pasal 70, dijelaskan tentang perlunya pelibatan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlingdungan lingkungan

hidup baik bersifat pasif dan aktif.*

Untuk mewujudkan program Lamongan green and clean, peran
masyarakat, lembaga pelaku usaha dan pemerintah di lingkungan Kabupaten
lamongan harus saling mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanakan

program tersebut, diantaranya instruksi ditujukan kepada :

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan.

b. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

c. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Universitas di
Kabupaten Lamongan.

d. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.”’

8 http://aliroziginkarya.blogspot.com/2015/01/otonomi-daerah-dan-dampak-terhadap.html di akses
pada 17 Agustus 2017.

% Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean.
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Tentunya tujuan program Lamongan green and clean tersebut,
dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan menuju
pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa setiap orang memikul kewajiban
dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya
dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung

ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Perubahan fungsi dan daya dukung alam terhadap makhluk hidup sangat
mempengaruhi pola hidup manusia hingga saat ini. Pemeliharaan dan
pelestarian lingkungan diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar seluruh
komponen ekosistem dapat berfungsi dengan baik dan setelah dapat terpelihara
fungsinya hendaklah dilestarikan. Memperbaharui lingkungan yang telah
menurun fungsinya akibat teknologi dan pembangunan adalah kewajiban setiap
lapisan masyarakat. Upaya pengembalian fungsi seperti sedia kala tidaklah
mungkin bisa tetapi setidaknya bisa mempengaruhi terhadap dukungan

lingkungan jangan sampai mengganggu stabilitas hidup.”!

Manusia sebagai anggota masyarakat dan bangsa, di samping hak dan
kewajibannya, dituntut peranannya dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk
itu, setiap orang dalam suatu masyarakat dan bangsa dituntut untuk memiliki

visi ke depan atau masa mendatang sebagai suatu tantangan yang akan mereka

°! Niniek Suparmi, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,,, h. 15.
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hadapi dengan tindakan aktif dan kreatif. Setiap orang perlu mempelajari

potensi yang mereka miliki untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik.

Dalam instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 tahun 2011 tentang
program Lamongan Green and Clean (LGC), upaya pelestarian dan
keberlanjutan menjadi tujuan utama pembangunan berwawasan lingkungan,
dalam instruksi tersebut menyebutkan bahwa setiap masyarakat, lembaga,
pelaku usaha, perusahaan-perusahaan industri dan pemerintah daerah harus

mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanaan :

a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan kerja, perumahan
dan jalan sekitarnya.
b. Gerakan Penghijauan pengadaan pot bungah di lingkungan kerja,

perumahan dan tepi jalan.’*

Program Lamongan Green and Clean (LGC), mengandung makna
bahwa, Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.g3

Asas kelestarian dan keberlanjutan® dalam pengelolaan lingkungan

hidup tersebut menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap orang dalam

%2 Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean.

% Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 67 UU No 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

% Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 2 Ayat (2) UU No 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya
memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi
mendatang. Sebuah idealisme vang semestinya tetap terfokus dan
diabstraksikannya kedalam realitas pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia. Asas ini mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan
tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam
satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut,
maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya
kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya

pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi refrensi dalam
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek wtility atau
kemanfaatannya cukup memberikan harapan yang jelas, karena pada
hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya terpadu yang
melibatkan berbagai komponen, baik negara, masyarakat dan pelaku usaha
atau perusahaan-perusahaan industri untuk lebih proaktif melestarikan fungsi
lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup

generasi sekarang dan generasi mendatang.””

Menurut Hartono, Pembangunan berwawasan lingkungan pada

dasarnya adalah suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan

9 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,,,, h. 63.
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atau pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu

proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia sebesar-besarnya, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan

manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Pandangan ini

didasari oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut”® :

a.

Proses pembangunan harus terus-menerus ditopang oleh sumber daya
alam yang selalu tersedia dan cukup, mutu lingkungan yang baik, serta
bertahan dalam waktu cukup lama.

Sumber daya alam terutama udara, dan tanaman memiliki ambang batas
yang penggunaanya akan menyusut baik kuantitas maupun kualitasnya.
Mutu atau kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan mutu atau
kualitas hidup, semakin baik kualitas mutu lingkungan maka semakin baik
pada mutu atau kualitas hidup.

Pada penggunaan sumber daya alam saat ini seharusnya memberikan
kemungkinan berbagai pilihan penggunaan sumber daya alam dimasa
mendatang, seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor tidak
selamanya harus menggunakan bensin atau solar.

Pembangunan berkelanjutan harus merupakan solidaritas antar generasi,

maksudnya sumber daya alam yang ada sekarang tidak hanya dihabiskan

% Hartono, Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta, (Jakarta : CV Citra Praya, 2009), h. 114.
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untuk kesejahteraan generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan bagi

kesejahteraan generasi yang akan datang.

Menurut Yonathan Polungturan, dengan mengacu pada The World
Comission on Enviromental and Development, dinyatakan bahwa
pembangunan berwawasan lingkungan adalah proses pembangunan yang
dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan
atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi

kebutuhannya.’’

Pemahaman pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh WCED
(The World Comission on Enviromental and Development), memberikan
tekanan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan prasyarat
tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu,
pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang

antar generasi tidak inter generasi saja.

Dengan demikian, dalam pembangunan berkelanjutan, manusia
ditempatkan sebagai pusat perhatian. Makna dari perhatian itu adalah sebagai
subjek, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang seat dan
produktif serta serasi dan selaras dengan alam. Penegakannya adalah hak

untuk merefleksikan citra diri, melalui pembangunan berwawasan lingkungan

7 Pongtuluran Yonathan, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Yogyakarta : CV Ansi
Offset, 2015), h. 23.
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hidup. Tidak hanya itu, pada saat yang sama juga disertai kewajiban
memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi

sekarang dan yang akan dating secara seimbang.”®

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 3
berbunyi bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi

.S . 99
masa kini dan generasi masa depan’.

Pongtuluran Yonathan mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan
yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan

pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu'® :

a. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan

antara satu dengan yang lain.

Hakikat lingkungan hidup adalah membuat hubungan saling kait-
mengait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan

sektor lainnya, antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu

% Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2014), h. 22.

% Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 Ayat 3 UU No 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1% Pongtuluran Yonathan, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan,,, h. 24-25.
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negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sedang dengan
generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sikap kerja sama dengan

semangat solidaritas.

Jadi maksudnya antara masyarakat harus menumbuhkan sikap
Saling kerjasama guna untuk membantu melestarikan pembangunan yang
berwawasan lingkungan dengan saling menyemangati bahkan saling
mengandalkan sikap semangat dan menyemangati tersebut agar membuat
masyarakat semakin percaya dan semakin kuat untuk saling
bergotongroyong dalam melestarikan sumber daya alam maupun sumber
daya manusia agar dapat dimanfaatkan oleh keturunan atau generasi yang

akan datang.

Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya

alam dalam mengahasilkan barang dan jasa.

Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu
dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber daya

alam secara bijaksana.

Maksudnya adalah masyarakat harus dapat menyerasikan antara
kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam agar nantinya dapat
menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

itu sendiri. Kebutuhan manusia dari tahun ke tahun akan semakin
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meningkat sebagai masyarakat yang baik kita perlu mengendalikannya
agar nanti kedepannya kebutuhan tersebut tidak terpuruk bahkan tidak
kekurangan setidaknya harus disesuaikan terlebih dahulu antara
kebutuhan manusia dengan sumber daya alam agar nantinya masyarakat

mampu menyeimbanginnya.

Tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Dengan adanya perubahan jaman dari masa ke masa maka
tantangan mengenai pembangunan dunia akan semakin bertambah dan
mungkin semakin berat tetapi kita harus mampu membuat tantangan
tersebut menjadi seimbang agar tantangan tersebut tidak merusak
lingkungan, kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan tanaman
seribu pohon aatau bahkan mengurangi jumlah sumber daya alam yang
digunakam guna untuk kesejahteraan hidup manusia yang akan

mendatang.

Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga

tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

Jadi maksudnya disini adalah kita sebagai masyarakat yang baik
harus mengembangkan kesadaran akan lingkungan kepaada masyarakat
yang belum paham mengenai dampak yang akan terjadi akibat

lingkungan, jadi kita harus meberikan pengarahan terhadapa masyarakat
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tersebut agar mereka dapat sadar akan pentingya kesejahteraan

lingkungan dan kesejahteraan manusia.

e. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat
mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat

dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Tindak pengelolaan lingkungan yang berasaskan penyerasian
mengandung makna yang lebih luas serta terintegrasi (integrated). Namun
untuk mencapai proses dan tujuan tersebut, melalui asas penyerasian haruslah
terlebih dahulu diciptakan sebuah asas perimbangan antara manusia di satu
pithak yang lazim dipredikatkan sebagai subjek pembangunan, dengan
lingkungan hidup di pihak lain (yang lazim dipredikatkan sebagai objek untuk
pembangunan). Konsekuensi seperti ini berarti menghapuskan perbedaan

derajat antara manusia di satu pihak dan lingkungan hidup di pihak lain.

Prinsip Ecodevelopment memandang dua dimensi dalam satu proses
menunjang dan bereksistensi. Pembangunan dapat berguna bagi
pengembangan lingkungan yang lebih optimal, tetapi lingkungan hidup dan
alam juga berperan dalam menunjang pembangunan. Keduanya dapat
mencapai peranannya jika terdapat prinsip penyerasian (harmony). Tidaklah
bijaksana apabila keduanya masih dipandang secara tajam dalam proporsi

pengeksploitasian dengan yang dieksploitasi antara subjek dan objek
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pembangunan. Justru dalam prinsip perimbangan telah terkandung makna
bahwa kesatuan manusia dan kesatuan lingkungan benar-benar sudah berpadu

dalam sistem yang mutual assistance dan mutual contributing.""

Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai
komponen akan selalu terdapat keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh
disebut tergantung pada kepentingan manusia. Mengapa dikatakan tergantung
pada kepentingan manusia karena pada hakekatnya lingkungan hidup adalan
bersifat antropocentris. Artinya, lingkungan hidup itu dipelihara, dibangun
atau dikelola dengan sebaik-baiknya tidak lain demi kepentingan
kelangsungan kehidupan dan generasi-generasi dari umat manusia saja.
Selama ini interaksi manusia dengan lingkungannya berada dalam batas-batas
keseimbangan dan dapat pulih seketika dalam keseimbangan, maka selama itu

pula lingkungan disebut harmonis (serasti).

Keseimbangan lingkungan pada hakikatnya berproses melalaui
interaksi yang didasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan.
Keseimbangan dapat digambarkan secara siklus, yaitu berupa pohon dan
burung serta mata rantai komponen lainnya. Burung berdasarkan hidupnya
pada makanan yang terdiri dari ulat-ulat yang terdapat di pohon. Ulat-ulatan
hidupnya didedaunan pohon. Burung membuang kotorannya dan jatuh ke

tanah dekat pohon, yang selanjutnya berubah menjadi bahan organis di dalam

"IN H.T. Siahaan, Hukum Lingkunga dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua),,, h. 178.
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tanah untuk kemudian dikonsumsi oleh cacing-cacing tanah. Cacing-cacing
tanah berfungsi untuk menggemburkan tanah di sekitar pohon, dan pohon pun
tumbuh dengan subur. Demikianlah seterusnya terjadi siklus keseimbangan

antara pohon, burung, ulat-ulatan dan cacing.'®

Dalam Pasal 5 UU No 32 Tahun 2009, menyebutkan: Perencanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui
tahapan: Inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan

penyusunan RPPLH.

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
merupakan instrument hukum baru dalam bidang perencanaan dan
pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU No
32 Tahun 2009, yang didalam Pasal 1 angka 4 mendefinisikan RPPLH sebagai
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta

upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk
menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang
secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang
tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian
kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling

tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang,

2 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkunga dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua).,, h. 25.
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dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. '

Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 dalam
penyusunan RPPLH perlu diperhatikan : keragaman karakter dan fungsi
ekologis, sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam, kearifan

lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Lingkungan hidup di Indonesia khususnya Lamongan, saat ini masih
menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan
lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya
alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek
lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan

pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam
kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan
hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan
aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Seperti diamanatkan UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

19 http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/04/instrumen-perencanaan-perlindungan-dan.html di akses
pada 01 Oktober 2017.
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Pengelolaan Hidup terutama Pasal 15: Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk
mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan
kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Aspek lingkungan dalam penataan
wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah
memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk
pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat
beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai,
rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki
cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan

menuju pembangunan yang lestari.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program

(definisi KLHS dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
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Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah
suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau
Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk
kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini
pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Ada banyak alasan pentingnya KLHS, diantaranya:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.

2. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.

3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi
pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program
pembangunan.

4. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin
efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji

sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. '**

Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber
daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan
kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari
peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi

menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan

104 http://foreibanjarbaru.or.id/archives/1109 di akses pada 01 Oktober 2017.
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strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka
tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga
dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup

sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Dalam pembentukannya, lembaga tersebut hendaknya dapat
mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan
lingkungan) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah.
Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada
pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku
kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum

secara efektif.

Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di
daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana
termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

adalah :
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SOMICORESICN

10.

11

12.
13.

14.
15.
16.

. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

tingkat kabupaten/kota;

menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) tingkat kabupaten/kota;

menetapkan dan  melaksanakan  kebijakan mengenai Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak
Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah
kaca pada tingkat kabupaten/kota;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
memfasilitasi penyelesaian sengketa;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan standar pelayanan minimal;

. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada
tingkat kabupaten/kota;

mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana tersebut

diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak

efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini maka dalam

rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk

memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki
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integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik
seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi

pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.'®

Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kesihupan manusia*
dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas

lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut UUD 1945 semua
masyarakat berhak atas lingkungan yang baik dan sehat tanpa terkecuali.
Begitu pula bagi kewajiban aparat negara untuk melindungi lingkungan agar
menjadi lingkungan yang baik dan sehat seperti dalam pengelolahan
lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan baik
sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dnegan kewajiban
untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti lingkungan hidup dengan
sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan
setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk

kepentingan generasi-generasi mendatang.
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http://m.limapuluhkotakab.go.id/berita-tugas-dan-wewenang-pemerintah-kabupatenkota-dalam-
perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html di akses pada 01 Oktober 2017.
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Secara konstitusonal, hak subyektif sebagaimana tertera dalam Pasal 3
UUPPLH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam
alenia keempat pembukaan UUD 1995 yang menyatakan “membentuk suatu
pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”,
serta dikaitkan pula dengan “hak penguasaan kepada negara atas bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan
pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang
bisa didayagukan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu
komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi

lingkungan hidup seutuhnya.

Dalam konstitusi negara indonesia telah diatur hak setiap warga negara
untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini termuat
dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan dalam UU
PPLH Pasal 65 ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup

vang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”.
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Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa

terkecuali bahwa setiap warga negara berhak mendapat haknya sebagaimana

termuat dalam konstitusi negara indonesia. Kewajiban negara melindungi hak

setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

)

Hak untuk Hidup (7he Right to Life)
Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar, karena itu tidak dapat

diganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang
berakibat matinya manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada
seorang pun dan juga negara dapat sewenang-wenang menghentikan
kehidupan seseorang. Negara harus melakukan berbagai tindakan atau
paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia. Jadi,
kerusakan atau tercemaranya lingkungan hidup dapat berakibat matinya
orang, sehingga di sini negara tidak boleh lalai untuk melindungi
kehidupan manusia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti
yang telah terjadi di berbagai belahan bumi akibat industri atau polusi dari

berbagai sumber maupun radiasi reaktor nuklir.

2. Hak atas Lingkungan yang Sehat

Sebenarnya tidak ada dokumen HAM maupun Konstitusi Negara-

negara yang menentukan dengan tegas mengenai hak atas lingkungan yang
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sehat. Hal ini, meskipun tidak ada yang secara tegas mengatakan
lingkungan sehat, tetapi setidaknya terdapat hak untuk mendapat kondisi
kerja yang sehat atau untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat
pada lingkungan kerja. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang
berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Dengan perlindungan
terhadap lingkungan hidup, pada akhirnya manusia juga akan menikmati
lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, baik pada lingkungan kerja

maupun lingkungan rumah.

. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan berarti setiap orang berhak atas kesehatan baik
fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak lepas dari lingkungan yang
sehat, sebab tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin kesehatan
terjamin. Hal ini berarti negara harus menjamin perlindungan kesehatan
setiap warganya. Seperti yang tertera dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas
kesehatan baik fisik maun mental, dan negara menjamin kehidupan
lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup harus terhindar dari

polusi dan pencemaran. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia tetap
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terjaga karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan
manusia. Sebagai contoh penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)
yvang banyak terjadi di daerah yang polusi udaranya sangat tinggi, seperti
wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, pencemaran udara
akibat asap pabrik atau kendaraan bermotor atau juga pada masyarakat
yang menggunakan air sungai yang sudah tercemar mengakibatkan gatal-
gatal kulit. Di sinilah peran negara untuk melindungi lingkungan dari
bahaya pencemaran dan polusi udara yang membahayakan kesehatan

masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan
hidup republik indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara
salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. oleh karena
itu perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas
lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat manusia juga
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mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan untuk tetap menjadi

lingkungan hidup yang baik dan sehat.'*

Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua.
Pertama, konsultatif dan kedua, didasarkan atas kemitraan. Partisipasi yang
bersifat konsultatif ini bisaanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan
sebagai suatu strategi untuk mendapatkan lingkungan masyarakat (public
support), Hal ini penting untuk dijadikan sebagai dasar dari peran serta

masyarakat.

Di dalam pendekatan yang bersifat konsultatif Ini meskipun anggota
masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya
dan hak untuk diberitahu. Namun demikian, keputusan akhir tetap ada di
tangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat
masyarakat bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan
keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi

publik. Legitimasi publik menjadi dasar dari peran serta masyarakat.

Untuk pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih
menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang

sama dengan kelompok pengambil keputusan. Kesejajaran ini menjadikan
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http://goresanpotlot.blogspot.co.id/2015/08/hak-atas-lingkungan-yang-baik-dan-sehat.html di akses
pada 01 Oktober 2017.
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kelompok lokal merasa dihargai dan karena itujuga mempunyai tanggung
jawab yang besar untuk memecahkan problema bersama. Hal ini menjadi
elemen penting sebagai akomodasi dari peran serta masyarakat menciptakan

lingkungan hidup yang baik dan sehat .

Secara teknis, oleh karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok
yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alter-natif
pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama pula.
Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah
dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. Dengan konsep ini,
ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan secara

proporsional.

Pada dimensi manajerial, peran serta masyarakat terhadap perlin-
dungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata secara fisik. Namun
yang lebih mendasar, terkoordinasikan bersama dalam beberapa tahapan.
Yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Hakekat
sebenarnya dari hak berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan

keputusan tentang izin lingkungan, berdasarkan tahapan itu.

Mengenai fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi
Hardjasoemantri mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta

tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai
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peraturan atau keputusan administratif. Namun demikian meliputi pula peran

serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik
dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan
pengetahuannya. Dengan peran serta yang didasari atas kesadaran penuh,
mewujudkan kelestarian peran serta itu sendiri, dalam arti berkelanjutan.
Dampaknya adalah kepada peran serta kelompok dan organisasi yang juga
akan solid. Hal ini sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang

lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat menjadi begitu penting dalam prosedur
administratif pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya adalah dalam hal
perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan sebagainya. Namun
demikian, dewasa ini masih terdapat kekawatiran terhadap asas keterbukaan
dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, disebabkan
oleh kentalnya persepsi bahwa masyarakat akan menghambat aktivitas,

khususnya industri yang mengganggu lingkungan hidup.'"’

Di dalam UUPPLH ketentuan Bab XL Tentang Peran Masyarakat,

pada Pasal 70 dinyatakan bahwa:
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Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 172-177.

119



Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup,

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat,
d. menumbuhkembangkan  ketanggapsegeraan  masyarakat  untuk

o

melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Urgensi masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan

diantaranya:

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mewujudkan upaya untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan.

Sebagai bentuk konkret untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat.

Sebagai  bentuk  konkret dari upaya menumbuh kembangkan
ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
Sebagai refleksi konkret dari upaya untuk mengembangkan dan menjaga
budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan

hidup.'®
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Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 183.
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B. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011

Tentang Program Lamongan Green And Clean Perspektif Figh
Lingkungan.

Agama selalu memandang positif terhadap semua ciptaan tuhan. Sekecil
apapun ciptaan-Nya, pasti memiliki nilai guna untuk lainnya. Bagi Allah SWT,
tidak ada ciptaan-Nya yang diciptakan secara sia-sia. Seperti halnya lingkungan
yang memiliki peranan untuk menjadi penolong dan penghancur bagi
kehidupan yang memanfaatkannya. Jika berbuat baik kepada alam, maka alam

akan menerima kebaikannya dan begitu pula sebaliknya.'"

Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan dan melestarikan
lingkungan. Salah satu buktinya, Rasulullah SAW telah memberikan
pendidikan lingkungan kepada para sahabatnya. Abu Darda’ ra, menjelaskan
bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan
tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya
usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan
tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT karena

bekerja untuk memakmurkan bumi termasuk ibadah kepada Allah SWT. "

19 Achmad Cholil. AI — Qur’an dan Lingkungan Hidup, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012),
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h. 27.

Yusuf Al Qaradhawi, Figih Peradaban : Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan. (Surabaya

: Dunia Ilmu, 1997), h. 183.
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Dari Al-Qur’an dinyatakan konsep pelestarian dan penyelematan
lingkungan berhubungan dengan beberapa istilah berbeda yang berhubungan,
seperti Al-amin (seluruh spesies), Al-sama’ (ruang dan waktu), Al-ardl (bumi)
dan Al-bi’ah (lingkungan). Kemudian, manusia diperintahkan untuk menjaga
lingkungan. Dua fungsi manusia untuk melakukan pelestarian sekaligus
peringatan tidak melakukan perusakan lingkungan tampak dimaksud pada ayat

QS A4l-Qashash 77 dijelaskan,
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Artinya: “Dan carilah apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu
(kebahagian) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan
bagaimana dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada

orang lain), sebagaimana allah pernah berbuat baik kepadamu dan
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusaan di (muka)

bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan. (Al-Qashash:77).

Figh lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar’i yang
memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar’i yang
dipakai melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung

memperiakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara
memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta meningkatkan

pertumbuhan dan keindahamiya. Selain itu, Islam juga menentang keras setiap
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bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-
elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan
memperoleh hukuman dari Allah. Dan setiap tindakan terlarang wajib
dihentikan serta diubah; baik dengan menggunakan. tangan, perkataan, ataupun

hati -dan yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman.

Ada beberapa bentuk pengrusakan lingkungan dengan berbagai motif
yang melatarbelakanginya, yang kesemuanya itu merupakan tindakan terlarang

menurut perspektif syariat Islam.'"’

Adanya Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 tentang
Lamongan green and clean, tentunya menjadi terobosan baru sebagai
pelestarian lingkungan juga untuk menjalankan syariat agama untuk
mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh
syari’at bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu
berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga manusia
secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan
itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk

sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan.

Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan
lingkungan, ialah bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat

yang ada, tanpa merusaknya. Karena tak diragukan lagi bahwa Allah telah

" Yusus Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,,, h. 221.
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menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti

dalam firman-Nya,
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Artinya: "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu
lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha
Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang
cacat?." (Al-Mulk: 3)

Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam semesta ini dengan sia-sia

dan serampangan. Dia tidak pernah pula meletakkan sesuatu bukan pada
tempatnya. Sebab, jika itu terjadi, berarti telah menafikan hikmah Dzat Yang

Maha Bijaksana.
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Artinya: "Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang
memulai penciptaan manusia dari tanah." (As-Sajdah: 7)

Dan orang-orang yang mengakui hikmah Allah tersebut adalah para
cendekiawan-cendekiawan yang selalu mengingatnya dalam setiap kesempatan.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an:
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Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau
dalam keadan berbaring, dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami,
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Tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau,
maka lindungilah kami dari azab neraka (Ali Imran: 191)

Kemudian pada ayat yang bersabda, Al-Qur’an kembali mengulang

kenyataan di atas secara gampang, tanpa sedikit keraguan apa pun.
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Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran."

(Al-Qamar: 49)

1 ety ot

0-0 -

gl 1y Yy Ja RSN RIIRAN Y

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tetumbuhan
dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya). Dan langit telah
ditinggikan-Nya dan Dia letakkan keseimbangan (keadilan). Agar
kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah
keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi
keseimbangan itu." (Ar-Rahman: 5-9)

Inilah prinsip yang senantisa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil
dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun
meremehkan. Sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau
meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai, serta merusak. Hiperbolis di sini
maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara
meremehkan, maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada.
Keduanya merupakan sikap yang tercela, karena yang terpuji ialah sikap

moderat.
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Sikap adil, moderat, di tengah-tengah, dan seirnbang seperti inilah yang
diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk
materi maupun immateri, persoalan-persoalan lingkungan, dan persoalan umat

manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.

Segala sesuatu di alam semesta ini ada takarannya, sebagaimana telah
disebutkan dalam Al-Qur'an. Semisal air yang diturunkan atau diciptakan Allah,

pada kenyataannya juga memiliki takaran tersendiri. Dama salah satu firman-

Nya disebutkan pada (surat Al-Mukminun:18).'"?
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Artinya: “Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami
jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa
melenyapkannya” (Al-Mukminun:18).

Manusia untuk saling menjaga satu sama lain, tanpa begitu, niscaya bumi
akan rusak berantakan. Orang-orang yang kuat akan bertindak lalim terhadap
yang lemah, serta menghancurkan ramah-rumah ibadah seperti biara-biara,

masjid-masjid, dan sebagainya.

Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman,
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"2 Yusus Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,,, h. 235-236
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Artinya: "Maka mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin
Allah, dan (dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut,
kemudian Allah memberinya (Daud) kerajaan dan hikmah, dan
mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Jika Allah tidak melindungi
sebagian manusia dengan sebagian dengan sebagian yang lain,
niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang
dilimpahkan) atas seluruh alam.” (Al-Bagarah: 251)

Dan di ayat lain disebutkan,
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Artnya: "(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa
alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah
Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian
manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan
biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang
Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama
Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-
Nya. Sungguh, Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (Al-Hajj: 40)

Poin yang hendak dikemukakan di sini ialah, bahwa jagatraya
sebagaimanaia diciptakan Allah memiliki konsep keseimbangan tersendiri, dan
saling melengkapi antar elemen-elemennya. Kalaulah salah satu elemennva ada
yang melewati batas, niscaya akan ada dari elemen jagat raya itu sendiri yang
mampu meredam. Sehingga kemudian segala sesuatunya akan kembali pada

tatanan. keseimbangan yang adil.

Biasanya, pengrusakan keseimbangan jagat raya dan kehidupan

disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Perbuatannya tidak
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terkontrol dan telah keluar dari ketentuan yang ada. Selain itu, pengrusakan
tersebut juga disebabkan oleh usahanya untnk mengubabh fitrah Allah yang telah
ditetapkan pada diri dan alam sekitarnya. Termasuk pula perbuatannya yang di

luar batas dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain.""

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara,
mengembangkan dan memperbaiki lingkungan, serta menawarkan solusi bagi
berbagai penyimpangan yang telah lama di derita alam. Semua strategi itu
bersangkut paut dengan peran manusia terhadap lingkungan. Dalam artian,
bahwa semua lingkungan dan sekelilingnya yang terdiri dari matahari dan bulan
siang dan malam, lautan dan gurun merupakan anugerah yang tidak bisa kita
kuasai. Karena pada dasarnya, tidak ada problematika yang perlu kita
khawatirkan dari lingkungan sebab, problematika muncul justru bersumber dari

pola interaksi dan perbuatan-perbuatan manusia terhadapnya.

Sebab itulah, apabila kita telah memperbaiki semua kehidupan dan
sekitarnya. Manusia akan menjadi baik dari dalam batinnya bukan dari
zhahirnya dari dalam dirinya dan bukan dari kulitnya. Konsep ini telah menjadi
ketetapan yang telah dirumuskan oleh Al-Qur’an, dalam Surah Ar-Ra’d ayat

11:

3 Yusus Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,,, h. 238.
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Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada
pelindung bagi mereka selain Dia” (Ar-Ra’d:11).

Jadi, titik awal yang harus digarisbawahi terkait program Lamongan
green and clean adalah menjaga kelestarian dan lingkungan yang bermuara
pada kemaslahatan umum dan universal. Bertujuan untuk menegakkan
kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung
jawab atas dirinya sendiri kepada masyarakat, kepada lingkungan dan pada

akhirat nanti pada Allah.'*

Lingkungan dan manusia terjalin sedemikian eratnya yang satu dengan
yang lainnya. Sehingga manusia tanpa keterjalinannya dengan lingkungan tidak
ada. Keterjalinan manusia dengan lingkungan adalah bersifat dinamis.
Maksudnya, keterjalinan manusia dengan lingkungan merupakan keterjalinan

sadar yang dihayati dan dijadikkan sebagai akar serta inti kepribadiannya.

Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem. Manusia merupakan

saudara ekologis sesama komponen lingkungan dalam ekosistem. Adapun

" Tka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif magdshid
Syari’ah,,, 2014, h. 45.
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refleksi teologis terapan dari landasan spiritual ini berpeluang dinyatakan
bahwa salah satu pilar keyakinan manusia adalah. Sesungguhnya manusia
merupakan salah satu komponen ekosistem sebagai bagian integral dari
lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan ekologis sebagai
karya cipta Illahi yang memiliki interdependensi dan interkorelasi cukup

ketat.'"

Sumber daya alam dan lingkungan tercipta untuk di dayagunakan oleh
manusia namun lingkungan bukan milik mutlak manusia. Sehingga manusa
tidak dapat seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan
sesuai kehendak hatinya. Dalam mendayagunakan daya dukung lingkungan,
manusia tetap harus selalu manjaga tenggang rasa ekologi sesama komponen

ekosistem.

Demikian juga, dalam mendayagunakan sumber daya alam dan
lingkungan manusia tetap selalu mengacu pada penalaran rasional ekologis.
Tegasnya, pelaksanaan perilaku ekologis manusia dalam lingkungan tetap harus
berada dalam bingkai menjunjung tingi hak-hak ekologis sesama komponen

lingkungan.

Manusia memilki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan

lingkungan. Segera, setelah segala unsure yang berada dalam ruang lingkupnya

3 Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2001),
h. 154
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ditundukkan pada mereka, maka pada mereka, maka tahap selanjutnya mereka
dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang teah
digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum
tersebut dalam aplikasi nyata. Peranan manusia dikategorikan sebagai tujuan
ang sangat mulia ditengah-tengah kehidupan manusia. Hal itu merupakan
hikmah Allah kepada para mukallafin yang akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan,

yaitu:

Tujuan pertama, untuk mengabdi kepada Allah, hal ini disyaratkan dalam

firman-Nya, dalam Surah Al-Dzariyat ayat 56:
WS G

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku” (Al-Dzariyat:56).

Tujuan kedua sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Berdasarkan

Surah Al-Bagarah ayat 30:
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Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfiraman kepada para malaikat:
“Seseungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka

bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan

(khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa

bertahbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”
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Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui” (Al-Baqarah:30).

Tujuan ketiga, membangun peradaban di muka bumi. Dalam satu firman

Allah menyebutkan dalam Surah Huud ayat 61:
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Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh
berkata: “Hai kaum-Ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya
Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa
hamba-Nya)” (Al-Huud:61).

Pesan-pesan dalam Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dan
prospektif. Diantaranya yaitu lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab
manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan,
sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan
lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan

yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan. '

Seperti yang tercantum dalam Surat A/-4 raf ayat 56 tentang larangan

membuat kerusakan dan melestarkan lingkungan.

1 Abdul Majid, Mujizat Al-Qur’an dan As- Sunnah Tentang IPTEK. (Jakarta : Gema Insani Press

1997), h. 194.
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Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.”

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di
permukaan bumi. Manusia sebagai subyek dari pengelola dan pelindung
lingkungan pastilah memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi
lingkungan hidup atau alam sekitarnya. Hal ini bukanlah tanpa tujuan tetapi
dilakukan agar manusia dan mahluk hidup lainnya itu bisa hidup dengan baik
dan layak sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Selain itu pula dengan
terjaganya lingkungan hidup maka dengan sendirinya peradaban manusia juga

bisa tetap eksis sampai kapanpun juga.

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan
individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan
segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang
kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah

Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.
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Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud
disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Kemaslahatan secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut
dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung
saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering
diistilahkan dengan dar' al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolok ukur
untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang
dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan
manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat,

yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Atas
Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan
Green and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Figh Lingkungan, maka penulis simpulkan

bahwa :

1. Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua komunitas
ekosistem di bumi ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup yang baik. Adanya amanat UU No 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
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Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi latar belakang diterbitkannya
Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan
Green and Clean. Dalam kajian UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup adanya Program Lamongan Green and
Clean merupakan upaya sadar untuk mewujudkan kebersihan dan kelestarian
lingkungan serta kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pasal 5 UU No 32
Tahun 2009 mengenai (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup), RPPLH sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting
untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga
yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain
yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian
kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak
saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang
berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah
lingkungan. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 dalam
penyusunan RPPLH. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi,
dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan
aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan. Seperti diamanatkan Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari

terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan,
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rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah
dipertimbangkan. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self
assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau
Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk
kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS
ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Selain itu institusi lingkungan
hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu
mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta
mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif. Besarnya
tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah
tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub
dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terkait hal ini maka dalam rangka
pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk memiliki
kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki integritas
tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi
pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah. Dalam UU No 32
Tahun 2009 Tentang Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kesihupan manusia“
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dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dan dalam UU
PPLH Pasal 65 ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”. Mengacu pada isi
pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa setiap
warga negara berhak mendapat haknya sebagaimana termuat dalam
konstitusi negara indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga
negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan Hak
untuk hidup, Hak atas lingkungan yang sehat dan Hak atas kesehatan.
Dengan peran serta yang didasari atas kesadaran penuh, mewujudkan
kelestarian peran serta itu sendiri, dalam arti berkelanjutan. Dampaknya
adalah kepada peran serta kelompok dan organisasi yang juga akan solid.
Hal ini sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan
hidup. Urgensi masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan
diantaranya: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian dal
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan upaya untuk
meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dan
Sebagai bentuk konkret untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat.

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara

memberikan  tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta
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meningkatkan pertumbuhan dan keindahamiya. Selain itu, Islam juga
menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun
menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai
tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Adanya
Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 tentang Lamongan green and
clean, tentunya menjadi terobosan baru sebagai pelestarian lingkungan juga
untuk menjalankan syariat agama untuk mewujudkan kemashlahatan
manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari’at bersifat umum
dan wuniversal. Islam dalam hubungannya dengan lingkungan, ialah
bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada, tanpa
merusaknya. Prinsip tuntunan figh lingkungan yang senantisa diharapkan
dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan
lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan. Sebab ketika manusia
sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang,
lalai, serta merusak. Sikap adil, moderat, di tengah-tengah, dan seimbang
seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap
persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun immateri, persoalan-persoalan
lingkungan, dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.
Program Lamongan green and clean adalah menjaga kelestarian dan
lingkungan yang bermuara pada kemaslahatan umum dan universal.
Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial,

yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada
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masyarakat, kepada lingkungan dan pada akhirat nanti pada Allah. Sumber
daya alam dan lingkungan tercipta untuk didayagunakan oleh manusia
sebaik-baiknya dan tetap harus selalu menjaga tenggang rasa ekologi sesama
komponen ekosistem serta selalu mengacu pada penalaran rasional ekologis.
Pesan-pesan dalam Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dan
prospektif. Diantaranya yaitu lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung
jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup dan larangan merusak
lingkungan. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan
kebahagiaan dan kemaslahatan individu dan jama'ah. kemashlahatan yakni
Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalb al-
manafi’) dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang

sering diistilahkan dengan (dar' al-mafasid).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, bahwa penulis

memiliki beberapa saran dan masuan ang penulis ajukan yaitu:

1.

Pemerintah Daerah Lamongan seharusnya tetap melakukan monitoring dan
memantau program Lamongan Green and Clean setiap tahunnya agar
kegiatan LGC selalu berkelanjutan serta pemerintah juga continue dalam
mensosialisasikan program LGC yaitu dengan memberikan pelatithan dan
pemahaman akan kelestarikan lingkungan untuk manfaat individu,

masyarakat dan alam sekitar.
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2. Masyarakat juga seharusnya tetap menjaga, merawat dan melestarikan
lingkungan melalui program-program Lamongan Green and Clean, tidak
hanya saat perlombaan saja. Sehingga pemikiran masyarakat terhadap
kemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan hidup bisa jadi mesin penggerak
untuk selalu menjaga kelestarian, kehijauan dan kebersihan lingkungan

sekitar tanpa pamrih.
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BUPATI LAMONGAN

INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR G TAHUN 2011

TENTANG
PROGAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka menjaga kelestanan bngkungan hidup dan
menciplakan Lamengan yang bersih, indan, teduh dan nyaman periu
adanya Program Lamongan Green and Clean ;

bahwa berdasarkan perumbangan sebagamana dimaksud huruf a, guna
melaksanakan dan mensukseskan Program Lamongan Green and Clean
peru mengeluarkan Instruksi Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara pada langgal 8 Agustus 1950) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan Peraturan
Perundang-undargan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamobahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah
diubah terakhir dengan Undang-Uncang NMomor 12 Tahun 2008 {Lembaran
MNegare Republik Indonesia Tanun 2008 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4544) |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) .

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063} .

Peraturan Daersh Kabupaten Lamengan Nomor 55 Tahun 2000 tenlang
Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Lamonggan (Lembaran
Dzerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomer D)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2C07 tenmtang
Ketentraman dan Keterliban Umum di Kabupaten Lamongan {Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomaor 4/E) |

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pengendalian dan Pelestanan Lingsungan Hidup (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 3)
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2
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada - 1. Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan ;
2. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemenatah Kabupalen
Lamongan ;

3. Kepala Sekolah SD/MI, SMPMTs, SMU/SMK/MA dan Universitas di
Kabupaten Lamongan; dan
4. Seluruh pemilix perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.

Untuk

KESATU :  Mendukung dan berpartisipasi dalam Program Lamongan Green And Clean (LGC
Program) dengan medaksanakan :
a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan ¢i hngkungan kera, perumahan dan
jalan sekitamya ; dan
b. Gerakan penghfjauan pengadaan pot bunga di lingkungan kerja, perumahan
dan lepi jalan.

KEDUA . Kepala Satluan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan
kegiatan Program Lamongan Green And Clean kepada Bupali Lamangan melalui
Kepala Badan Lingkungan Hidup.

INSTRUKS! ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk diaksanakan dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Lamongan
pada tanggal > Januan 2011

BUPATI ONGAN,

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada !
Yth. 1. Sdr. Kelua DPRD Kabupaten Lamongan |
2. Sdr. Inspekiur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamangan. J

prepma——. e " .
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN

2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan

C.

sehat merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pembangunan ekonomi
nasional sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

bahwa semangat otonomi daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah membawa
perubahan hubungan dan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

bahwa kualitas lingkungan hidup yang
semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup yang sungguh- sungguh
dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin
meningkat mengakibatkan perubahan iklim
sehingga memperparah penurunan kualitas
lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian
hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian dari perlindungan
terhadap keseluruhan ekosistem, perlu
dilakukan pembaruan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
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pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan
hukum.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya

W

10.

disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi,
masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu.

. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan

utuhmenyeluruh  dan  saling mempengaruhi dalam  membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Sumber daya alam adalah wunsur lingkungan hidup
yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang
secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
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11.

¥

13.

14.

15.

16.

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut
UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup
yang telah ditetapkan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

32.

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber
daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia
sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara
global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu wusaha dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat
B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya
disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
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33

34.

35.

36.

37.

38.

39.

. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat
kebijakan  ekonomi untuk  mendorong  Pemerintah,
pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas
terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan
masyarakat.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan
oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau
kegiatan.

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
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Bagian
KesatU

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;

e. manfaat;
f. kehati-hatian;
keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j- pencemar membayar;
k. partisipatif;
1. kearifan lokal,

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Bagian Kedua
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Tujuan

Pasal 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

[y
.

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan
kelestarian ekosistem;

. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

mencapai keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan lingkungan hidup;

menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini
dan generasi masa depan,;

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia;

. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam

secara bijaksana;

mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup
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Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian
Kesatu
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Inventarisasi Lingkungan
Hidup

Pasal 6

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi
lingkungan hidup:

a. tingkat nasional,;

b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah
ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan wuntuk
memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya
alam yang meliputi:

a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat
pengelolaan.

Bagian
Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7
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(1)

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b
menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion
dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan instansi terkait.

Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan:

a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya
tampung serta cadangan sumber daya alam.
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(2)

(3)

Bagian Ketiga Penyusunan
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
terdiri atas:

a. RPPLH nasional,
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.

RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disusun berdasarkan:

a. RPPLH nasional;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c.
inventarisasi tingkat ekoregion.

RPPLH kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun berdasarkan:

a. RPPLH provinsi;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c.
inventarisasi tingkat ekoregion.
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(1)

Pasal 10

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memperhatikan:

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi sumber daya alam,;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

RPPLH diatur dengan:

a. peraturan pemerintah untuk RPPLH
nasional,

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi;
dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH
kabupaten/kota.

RPPLH memuat rencana tentang:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber

daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
dan
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(9)

(2)

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam
rencana pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jangka menengah.

b. gubernur untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion
lintas kabupaten/kota; atau

C. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan
ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung
jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan,;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
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i. peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup;

j- anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan

m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan
dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung
sudah terlampaui,

a. kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai
dengan rekomendasi KLHS; dan
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(1)

b. segala wusaha dan/atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan
pemangku kepentingan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata
ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20
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(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup
diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit
memuat informasi mengenai status lingkungan hidup,

peta rawan lingkungan hidup, dan informasi
lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;
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f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam
nasional dan emisi gas rumah kaca;

g. mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati,
keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan
keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j- menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak perubahan iklim
dan perlindungan lapisan ozon,;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau kerusakan

n. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan

lingkungan hidup lintas batas negara;

kebijakan nasional, peraturan daerah, dan
peraturan kepala daerah;

o. melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang-
undangan;
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p. mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama
dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta
penyelesaian sengketa;

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan pengaduan masyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan minimal;

t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat
hukum adat yang terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan
menyosialisasikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan hidup;

w. memberikan  pendidikan, pelatihan, pembinaan,
dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium
lingkungan hidup;

y. menerbitkan izin lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.

(2) Dalam  perlindungan dan  pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
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b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
provinsi;

c. menetapkan dan  melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH provinsi;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama
dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan
daerah, dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja
sama dan penyelesaian perselisihan
antarkabupaten/antarkota serta
penyelesaian sengketa;
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1. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan
pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang
program dan kegiatan,;

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;

n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
provinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat

provinsi;
p. mengembangkan dan
menyosialisasikan pemanfaatan

teknologi ramah lingkungan hidup;

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan
penghargaan;

r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat
provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukum lingkungan
hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah
kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat
kabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
kabupaten/kota;
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c. menetapkan dan  melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca pada tingkat
kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama
dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan peraturan perundang- undangan;

j. melaksanakan standar pelayanan minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenaitata cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan
sistem informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten/kota;

n. pembinaan, dan penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat
kabupaten/kota; dan kabupaten/kota;
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p. melakukan penegakan hukum
lingkungan  hidup pada tingkat

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau

dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

(1)

(2) Setiap orang berhak mendapatkan
ipeodigian grdingkpagafipashidaan Akses
keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul
dan/atau keberatan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan yang
diperkirakan dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup.
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(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana
maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68
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Setiap orang yang melakukan wusaha dan/atau kegiatan
berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke
media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke
media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau
izin lingkungan;

h. melakukan pembukaan Ilahan dengan cara
membakar;

i. menyusun amdal tanpa  memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal; dan/atau

j- memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak
informasi, atau memberikan keterangan yang
tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal
di daerah masing- masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:
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a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan;

C menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan
masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial,
dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan
pola konsumsi masyarakat menimbulkan
bertambahnya volume, jenis, dan
karakteristik sampah yang semakin
beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini
belum sesuai dengan metode dan teknik
pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan sehingga menimbulkan
dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi
permasalahan nasional sehingga

pengelolaannya perlu dilakukan secara
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komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
agar memberikan manfaat secara ekonomi,
sehat bagi masyarakat, dan aman bagi
lingkungan, serta dapat mengubah perilaku
masyarakat;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah
diperlukan kepastian hukum, kejelasan
tanggung jawab dan kewenangan
Pemerintah, pemerintahan daerah, serta
peran masyarakat dan dunia usaha sehingga
pengelolaan sampah dapat berjalan secara
proporsional, efektif, dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c¢, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang

Pengelolaan Sampah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1),
dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

153

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,
konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan

pengelolaan khusus.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau
akibat proses alam yang menghasilkan timbulan

sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang

meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Tempat penampungan sementara adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah

terpadu.
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7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat

10.

11.

12.

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan

pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk
memroses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada
orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan
oleh kegiatan penanganan sampah di tempat

pemrosesan akhir sampah.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,

dan/atau badan hukum.

Sistem  tanggap darurat adalah  serangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian
yang meliputi pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak

benar.

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
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(1)

(4)

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain

yang terkait.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini
terdiri atas:

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah
spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,

fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:
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a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya

dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di

luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
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Tugas

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan  penelitian, pengembangan  teknologi
pengurangan, dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan
melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan
pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan
manfaat hasil pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang
berkembang pada masyarakat setempat —untuk

mengurangi dan menangani sampah; dan
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g. melakukan koordinasi antarlembaga

pemerintah,

masyarakat, dan dunia wusaha agar terdapat

keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Bagian
Kedua

Wewenang Pemerintah

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan

Pemerintah mempunyai kewenangan:

sampah,

a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional

pengelolaan sampah;
b. menetapkan norma, standar, prosedur,
pengelolaan sampah;

c. memfasilitasi dan mengembangkan

dan kriteria

kerja sama

antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam

pengelolaan sampah;

d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan

pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam

pengelolaan sampah; dan
e. menetapkan kebijakan  penyelesaian

antardaerah dalam pengelolaan sampah.
Bagian
Ketiga

Wewenang Pemerintah Provinsi
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Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,

pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan
Pemerintah;

b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam

satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam
pengelolaan sampah;

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, da
pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam
pengelolaan sampah; dan

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan
pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota
dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian
Keempat

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampabh,

pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

a.

b.

n

menetapkan  kebijakan  dan strategi  pengelolaan

sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,
menyelenggarakan pengelolaan sampah
kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, pros

dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
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c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,
tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat
pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap
6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap
tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem

pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap
darurat pengelolaan sampah sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan
tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan
sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf fdiatur dengan peraturan menteri.
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